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MOTTO 

 

 

 

ى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ  هه حْسَانِ وَاِيْ تَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰه وَيَ ن ْ َ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِْْ اِنَّ اللّهّ
رُوْنَ   وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

 
“Sesunggunhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan 

memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan 

keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu 

agar kamu selalu ingat.” 
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 Dal d De د
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di atas) 

 Ra r er ر

 Zai z zet ز
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 Ẓa ẓ zet (dengan titik ظ
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 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah „ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. VOKAL 

1. Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ
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2. Vokal rangkap 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan يَْ...

ya 

ai a dan u 

 Fathah dan وَْ...

wau 

au a dan u  

 

C. VOKAL PANJANG (MADDAH) 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif اَ...ىَ...

atau ya 

ā a dan garis 

di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis ىِ...

di atas 

 Dammah dan وُ...

wau 

ū u dan garis 

di atas 
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ABSTRAK 

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat 

kemanusiaan yang semakin marak saat ini adalah kasus salah 

tangkap. Apabila dicermati lebih detail, di Indonesia yang 

rawan menjadi korban salah tangkap adalah orang yang miskin 

dan tidak memiliki pendidikan yang rendah. Sehingga sangat 

rentan untuk melakukan pembelaan dalam menempuh upaya 

jalur hukum. Kejahatan terhadap korban salah tangkap 

memiliki dimensi universal. Tetapi, ketika masuk pada praktik 

penegakan hukuman banyak menimbulkan berbagai intepretasi 

dan penafsiran yang berbeda-beda tentang salah tangkap itu 

sendiri. Dalam kehidupan sebuah masyarakat, cenderung 

memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap pelanggaran salah tangkap  khususnya dalam 

hal penganiayaan. Proses penanganan kasus sejak penyidikan 

hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan 

dengan akibat yang dialami oleh korban. Perhatian dan 

perlindungan terhadap kepentingan korban salah tangkap 

merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam 

kebijakan hukum pidana.  

Bagaimana perlindungan hukum bagi korban 

tindak pidana salah tangkap menurut hukum positif? Lantas 

bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan 

hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap? Jenis 

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif, yang pengumpulan datanya 

melalui penelitian kepustakaan (library reasearch).  

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Adapun 

peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir 

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah tangkap 

adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1981 KUHAP,  

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia. KUHP saat ini belum berfokus 

kepada dimensi viktimologi korban tindak pidana salah 
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tangkap, sehingga KUHP disebut sebagai hukum sanksi. 2) 

Dalam hukum pidana Islam, terdakwa memiliki hak untuk 

meminta ganti rugi karena putusan yang salah. Jika seorang 

hakim secara tidak sengaja membuat keputusan yang salah, 

terdakwa berhak atas kompensasi dari baitul maal 

(perbendaharaan negara) selain memiliki hak untuk banding 

dan mengadu kepada wali al Mazalim. Jika korban salah 

tangkap mengalami pemukulan dan pencederaan (melukai), 

terdakwa berhak atas kompensasi dari perbendaharaan negara. 

 

Kata Kunci: Salah Tangkap, Perlindungan Korban, Hukum 

Pidana Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai Negara Hukum yang bertujuan 

supaya mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga 

negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945,
1
 tetapi dalam penerapan hukumnya masih 

belum sesuai dengan apa yang diinginkan, khususnya dalam 

penegakan hukum pidana, masih banyak masyarakat Indonesia 

yang beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke 

atas dan tajam ke bawah, dan masih banyaknya pelanggaran 

Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu contoh yang 

melanggar Hak Asasi Manusia adalah tindak pidana yang 

dilakukan oleh penyidik yaitu oknum Kepolisian Republik 

Indonesia dalam mencari informasi ataupun pengakuan oleh 

tersangka dalam melakukan penyidikan seperti kasus salah 

tangkap tahun 2017 yang menimpa seorang marbot masjid di 

Daerah Balaraja bernama Oman Abdurahman atau lebih 

dikenal mbah oman yang ditangkap dan dipaksa untuk 

mengakui perbuatan perampokan sebuah rumah di Lampung. 

Lalu kemudian empat orang pengamen di cipulir yang dituduh 

membunuh sesama pengamen. Mereka ditangkap tanpa bukti 

yang sahsecara hukum dan dipaksa untuk mengakui 

                                                           
1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
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perbuatannya dengan cara di siksa selama berada dalam 

tahanan. 

Pada dasarnya hukum memiliki tujuan salah 

satunya adalah mewujudkan keamanan, kebahagiaan dan 

ketertiban didalam masyarakat. Diantara sarjana hukum 

diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah menakut-nakuti 

orang agar jangan sampai ia melakukan kejahatan, baik 

menakuti secara orang dalam jumlah banyak (general 

preventie) ataupun menakuti orang secara tertentu yang sudah 

melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di 

kemudian (special preventie). Serta untuk memperbaiki dan 

mendidik orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi 

orang yang memiliki tabiat baik sehingga bermanfaat dalam 

kehidupan bermasyarakat.
2
 

Negara hukum atau rules of law memiliki prinsip-

prinsip yang umum dan bahkan cukup penting seperti 

pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dan aturan hukum 

yang mengatur tindakan negara atau pemerintah sehingga 

pemerintah dapat bertanggung jawab secara hukum atas 

tindakan mereka. Itu pasti akan berdampak pada hukum 

pidana dalam hal ini.
3
 

                                                           
2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di 

Indonesia, Hal 19-20 
3 Djoko Prakoso, Upaya Hukum yang Diatur dalam KUHAP, 

(Jakarta : Aksara Persada Indonesia,1987), h 51. 
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Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk 

me llindungi olrang dari keljahatan solsial. Olle lh karelna itu, tujuan 

ini harus dipelrtahankan agar ke ljahatan tidak telrjadi karelna 

ke lsalahan dalam pe lnyidikan kasus telrselbut, atau mungkin 

selbaliknya. Karelna olrang yang tidak belrsalah dianggap 

selbagai pe lnjahat dan karelnanya me lnde lrita dan dihukum tanpa 

dolsa, me ltolde l inve lstigasi yang tidak diselngaja tidak me llakukan 

ke ljahatan (olrang me lninggal kare lna pelnyakit atau ke lce llakaan). 

De lngan ke lutuhan hati nuraninya, para ahli hukum pidana dan 

pe lminat ke lmanusiaan ke lmudian me lnge lmukakan pe lndapat 

me lrelka. selbagai belrikut:
4
 

“Pelnjahat harus dihukum, dan o lrang yang tidak be lrsalah 

harus dibelbaskan dari tindakan hukum kare lna ke lke lliruan. 

Lelbih baik selpuluh pelnjahat lollols daripada ke lke lliruan 

melnghukum o lrang yang tidak be lrsalah.” 

Di dalam pelrlindungan telrhadap hak asasi manusia, 

yaitu me lliputi pelrlindungan telrhadap ko lrban, telrmasuk ko lrban 

pe lnahanan ilelgal, me lrupakan selbagai belntuk pelngholrmatan, 

pe lnelrapan dan jaminan hak asasi manusia. De lngan 

me lnunjukkan ke lsamaan prinsip dan gagasan hak asasi 

manusia, kita dapat me lmbe ldakan antara nelgara hukum dan 

                                                           
4 Soedjono Dirdjosisworo, Filsafat Peradilan Pidana dan 

Perbandingan Hukum, (Bandung : CV. Armico, 1984), h 17. 
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pe lnelgakan hak asasi manusia. Ini adalah ko lin delngan wajah 

yang belrbe lda.
5
 

Se lbagai sumbe lr hukum, hukum Islam te llah 

me lneltapkan hak-hak yang harus dimiliki seltiap manusia untuk 

be lrtahan hidup, selpe lrti hak hidup, hak pelmilikan, hak 

ke lmelrde lkaan, hak pelrsamaan, dan hak pelndidikan.
6
 Me lnge lnai 

hak-hak yang harus dilindungi di atas, Al-Ghazali 

selbagaimana dikutip Huselin Muhammad, yang me lnyatakan: 

Tujuan dari agama adalah untuk me llindungi 

ke lpelntingan (ke lmaslahatan) me lliputi lima hal yakni 

Kelyakinan, jiwa, akal, ke lturunan/ke lholrmatan, dan harta 

be lnda. 

Melngutip dalam Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90 

Allah SWT belrfirman:
7 

ى عَنِ  هه حْسَانِ وَاِيْ تَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰه وَيَ ن ْ َ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِْْ ۞ اِنَّ اللّهّ

رُوْنَ   الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

                                                           
5 A. Mansyur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum 

Nasional dan Hukum Internasional, (Bogor : Ghalia Indonesia, 1993), h 33. 
6 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:PT 

Bulan Bintang, 1996), h 5. 
7 https://quran.kemenag.go.id/quran/per-

ayat/surah/16?from=1&to=128  

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=1&to=128
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Artinya : "Selsungguhnya Allah melnyuruh (kamu) belrlaku adil 

dan belrbuat kelbajikan, me lmbelri kelpada kaum kelrabat, dan 

Allah mellarang dari pelrbuatan kelji, kelmungkaran dan 

pe lrmusuhan. Dia melmbe lri pelngajaran kelpadamu agar kamu 

dapat melngambil pellajaran. 

Kolrban salah tangkap juga dapat diartikan 

selselolrang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau 

dike lnakan tindakan lain, tanpa alasan yang be lrdasarkan 

undang-undang atau karelna ke lke lliruan me lnge lnai o lrangnya 

atau hukum yang dite lrapkan.
8
 Kolrban salah tangkap tellah 

ke lhilangan hak-haknya, te lrmasuk hak hidup, hak pe lmilikan, 

hak ke lho lrmatan, hak ke lme lrdelkaan, hak pelrsamaan, dan hak 

untuk bellajar. 

Hak hidup, seltiap olrang me lmpunyai hak hidup, 

be lbas me lrdelka dan ke lamanan, tiada selolrangpun bollelh 

dianiaya atau dipelrlakukan selcara keljam, atau hina atau 

dihukum de lngan tidak belrpe lrikelmanusiaan.
9
 

Hak milik me lnyatakan bahwa Se ltiap olrang belrhak 

atas hak milik, baik selndiri maupun be lrsama o lrang lain. Tidak 

                                                           
8 Leden Merpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan 

Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

1997), h 35  
9 Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam, (Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2003), hlm.68 
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ada olrang yang bo lle lh selwe lnang-we lnang me lngambil hak milik 

olrang lain. 

Hak ke lholrmatan me lngatakan bahwa tidak se lolrang 

pun bollelh se lcara selwe lnang-we lnang me lncampuri urusan 

pribadi olrang lain; ini telrmasuk urusan rumah tangga atau 

surat me lnyurat, dan juga tidak bollelh me llanggar ke lholrmatan 

atau me lnce lmri nama baik o lrang lain. Seltiap individu belrhak 

atas pelrlindungan hukum telrhadap belntuk intelrve lnsi atau 

pe llanggaran selpe lrti ini. 

Hak ke lme lrde lkaan/ke lbelbasan, di mana seltiap 

individu me lmiliki kelbe lbasan untuk belrbicara, belrpe lndapat, 

me lmilih pelme lrintah, me lndapatkan ke lseljahtelraan solsial, dan 

tinggal. 

Pasal 7 dari Unive lrsal De lclaratioln olf Human 

Rights me lnyatakan bahwa seltiap olrang dianggap sama di 

de lpan hukum dan belrhak atas pelrlindungan hukum yang sama 

tanpa pelrbeldaan. Sellain itu, me lnyatakan bahwa seltiap olrang 

be lrhak atas pelrlindungan yang sama te lrhadap diskriminasi 

yang me llanggar de lklarasi ini dan telrhadap hasutan apapun 

selmacam itu.
10

 

                                                           
10 Ibid, hlm. 47 
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Salah satu cara untuk me llindungi hak asasi, harkat, 

dan martabat adalah delngan me lnuntut ganti ke lrugian yang 

dilakukan o llelh telrsangka, te lrdakwa, atau ahli warisnya. Hal ini 

telrjadi dalam kasus di mana te lrsangka atau telrdakwa tellah 

me lnghadapi pelrlakuan yang tidak sah atau tindakan yang tidak 

be lrdasar undang-undang. Hak ini dibelrikan olle lh KUHAP dan 

pe lraturan pelrundang-undangan lainnya.
11

 Hal ini diatur dalam 

ayat (1) pasal 95 KUHAP, yang rumusannya adalah selbagai 

be lrikut:  

Telrsangka, te lrdakwa, atau telrpidana belrhak 

me lnuntut ganti ke lrugian kare lna tellah ditangkap, ditahan, 

dituntut, diadili, atau dike lnakan tindakan lain. Ini dapat 

dilakukan tanpa alasan yang sah atau kare lna ke lke lliruan 

me lnge lnai individunya atau hukum yang dite lrapkan.
12

 

Tuntutan ganti rugi dalam pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pe lrdata (KUH Pelrdata) be lrsumbe lr 

pada pelrbuatan me llawan hukum yang me lnjellaskan bahwa 

seltiap pelrbuatan me llanggar hukum yang me lngakibatkan nama 

telrsangka te lrcelmar dan te lrselbar luas maupun sampai 

me lndelkam didalam pe lnjara. 

                                                           
11 Kosasih, Ahmad, 2003, HAM dalam Perspektif Islam, 

Jakarta: Salemba Diniyah 
12 Leden Marpaung, op.cit,  hlm. 35 
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Melnurut Pasal 5 ayat (2) UU No l. 4 Tahun 2004 

telntang Kelkuasaan kelhakiman, tuntutan ganti ke lrugian harus 

dilakukan de lngan selde lrhana, celpat, dan murah, selpe lrti yang 

diteltapkan o llelh KUHAP. 

Dalam fiqh, ganti rugi dise lbut Diyat karelna sama 

de lngan me lngganti ke lrugian. Diyat adalah jumlah harta yang 

spelsifik. Diyat belrsifat hukuman adalah harta yang dibe lrikan 

ke lpada ko lrban daripada disimpan di kas ne lgara.
13

 Diyat dan 

ganti rugi me lmiliki belbelrapa hal yang sama dan be lrbelda. 

Diyat belrasal dari kata Arab  ودي-يدي  dan  وديا-دية , yang 

masing-masing be lrarti me lmbe lri. Melnurut Kamus Belsar 

Bahasa Indo lnelsia, diyat adalah delnda (belrbelntuk uang atau 

barang) yang harus dibayar karelna me llukai atau me lmbunuh 

selselolrang. Namun, me lnurut Wahbah Zuhaili diyat adalah 

kolmpelnsasi atau ganti rugi be lrupa harta yang harus 

dibayarkan selbagai ganti rugi jiwa.
14

 

Diyat adalah harta yang wajib atas o lrang yang 

me lrde lka me lnurut Al-Khatib Asy-Syaibani karelna ke ljahatan 

                                                           
13 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Islam. (terj. Tim 

Tsalisah-Bogor) (Jakarta: PT Karisma Ilmu), hlm.88 
14 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam waAdillatuhu. (terj. Abdul 

Hayyie, dkk), (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 498. 
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telrhadap jiwa atau harta lainnya.
15

 Me lnurut Abdul Qadir 

Audah diyat adalah harta yang harus dibe lrikan ollelh pe llaku 

ke lpada ko lrban atau ahli warisnya kare lna tellah me llakukan 

pe llanggaran hukum.
16

 Dalam Pasal 1 Undang-Undang No lmolr 

7 Tahun 2013, Ayat 40 me lndelfinisikan ganti rugi 

(kolmpelnsasi) selbagai:  “Uqubat yang dijatuhkan hakim 

ke lpada telrdakwa untuk me lmbayar seljumlah uang ke lpada 

kolrban ke ljahatan atau pihak lain yang te llah dirugikan kare lna 

jarimah yang dilakukan o llelh telrdakwa”.
17

 

Untuk fo lkus kasus ke lsalahan pelnangkapan atau 

salah tangkap yang pe lnulis telliti adalah yang dilakukan o llelh 

pihak ke lpollisian. Kasus salah tangkap dan salah hukuman ini 

me lnjadi pelrhatian pelrs dan masyarakat umum se ltellah 

dike ltahui bahwa telrsangka tidak be lrsalah. Nama te lrsangka 

bahkan telrselbar luas sampai me lre lka melnde lkam di pe lnjara. 

De lngan me lmpe lrtimbangkan masalah di atas, 

pe lnulis ingin me lngajukan skripsi yang be lrjudul. “Tinjauan 

Yuridis Perlindungan Terhadap Korban Salah Tangkap 

                                                           
15 Syeikh Muhammad  Al-Khatib Asy-Syarbaini, Mugni 

Muhtaj, juz IV, (Mesir: Mahtabah  Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1993),  hlm. 

53. 
16 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri‟ Al-Jinayah  Al-Islamy, 

(Beirut: Darul Kutub, 1986), hlm. 551. 
17 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara 

Jinayat, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 89. 
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dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” 

Karelna salah tangkap adalah salah satu jelnis keljahatan yang dapat 

melmbunuh karaktelr selselolrang, hal ini sangat melnarik untuk 

didiskusikan dan dipelndelkkan selbagai judul skripsi.  

B. Rumusan Masalah 

De lngan me lmpe lrtimbangkan masalah diatas, 

masalah yang akan ditelliti dapat dirumuskan se lbagai be lrikut : 

1. Bagaimana Pe lrlindungan Hukum te lrhadap ko lrban salah 

tangkap me lnurut Hukum Po lsitif ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Te lrhadap 

Pe lrlindungan Hukum Ko lrban salah tangkap ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelne llitian ini adalah untuk 

me lmpellajari bagaimana hukum pidana Islam me lne lrapkan 

ganti rugi kolrban salah tangkap:  

1) Melngeltahui pelrlindungan telrhadap kolrban salah tangkap 

me lnurut hukum po lsitif.  

2) Melngeltahui pelrlindungan telrhadap kolrban salah tangkap 

me lnurut hukum pidana Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

Pe lnellitian ini diharapkan dapat me lmbe lrikan 

manfaat baik se lcara telolritis maupun selcara praktis selbagai 

be lrikut: 

1. Manfaat Te lolritis 

Diharapkan bahwa pe lne llitian ini akan me lmbe lrikan 

wawasan baru te lntang pe lrlindungan hukum yang dibe lrikan 

ke lpada ko lrban tindak pidana yang salah tangkap me lnurut 

hukum po lsitif dan dilihat dalam tinjauan hukum pidana Islam. 

Se llain itu, pe lne llitian ini adalah bagian dari upaya untuk 

me lmbelrikan ko lntribusi pikiran dalam pe lrke lmbangan ilmu 

pe lngeltahuan, te lrutama dalam bidang hukum pidana Islam 

(jinayah). 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat me lmbe lrikan ko lntribusi ilmu be lrkaitan de lngan 

pe lrlindungan hukum bagi ko lrban tindak pidana salah tangkap 

me lnurut hukum po lsitif di Indo lne lsia. 

b. Dapat me lmbe lrikan wawasan baru te lntang be lntuk 

pe lrlindungan hukum bagi ko lrban tindak pidana salah tangkap 

me lnurut hukum pidana Islam.  
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E. Tinjauan Pustaka 

Pe lnulis dapat me lnjellaskan dasar pelnellitian dan 

me lmbatasi batasan pelnellitian delngan me lnganalisis litelratur 

ini. Pelne llitian litelratur dilakukan untuk me lne lntukan ko lntribusi 

akade lmik dalam bidang hukum Islam, me lnce lgah pe lngulangan 

dan plagiasi. Pelnellitian selbe llumnya dapat digunakan se lbagai 

relfelre lnsi dan acuan bagi pe lnulis untuk me llakukan pe lnellitian 

ini, selhingga dapat dikaitkan de lngan pe lnellitian selbellumnya. 

Tidak ada pelne llitian yang se lcara khusus me lmbahas yuridis 

pe lrlindungan ko lrban salah tangkap me lnurut hukum pidana 

polsitif dan hukum pidana islam dalam pe lnellitian litelratur yang 

dikumpulkan dari belrbagai sumbe lr. Akibatnya, pe lnulis 

me lnye lrtakan belbe lrapa karya ilmiah yang be lrkaitan de lngan 

pe lnellitian ini. 

Pe lrtama, Skripsi karya Fahrurrolzi Mahasiswa UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, yang be lrjudul: Pelnce lmaran Nama 

Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan 

Hukum Pidana Po lsitif), Dalam pe lne llitian ini dijellaskan bahwa 

salah tangkap dapat me lnye lbabkan pe lncelmaran nama baik, 

luka lahir, dan luka batin kare lna pelnyiksaan sellama 

pe lnyidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya kasus 

salah tangkap dan pe lradilan selsat yang telrjadi di Indo lnelsia 
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adalah hasil dari kurangnya pro lfe lsiolnalisme l dan kine lrja aparat 

hukum. Ini te lrmasuk kurangnya pe lngawasan dan sumbe lr daya 

manusia di aparat hukum, Untuk me lnce lgah salah tangkap, 

ke lkelrasan, dan pelnyiksaan di tingkat pelnyidik pollisi (aparat), 

me lrelka harus me lningkatkan prolfe lsiolnalitas dan kreldibilitas 

me lrelka, baik dari sudut pandang hukum maupun masyarakat 

umum. Hal ini diselbabkan olle lh ke ltelrlambatan relvisi undang-

undang yang me lmprolte lksi hak asasi manusia dalam prolse ldur 

acara pidana (KUHAP) dan KUHP, se lrta kurangnya 

pe llaksanaan ko lnve lnsi me lnelntang pelnyiksaan yang te llah 

diratifikasi me llalui UU No l. 5 Tahun 1998. Kasus salah 

tangkap te lrmasuk pe llanggaran HAM yang siste lmatis dan 

sangat selrius. Ollelh karelna itu, pelnanganannya harus luar 

biasa. Kolrban juga dapat me lnuntut pelne lgak hukum yang salah 

untuk me lnghukum me lrelka selcara pidana dan pelrdata. Kasus 

salah tangkap atau salah me lnghukum dapat dianggap se lbagai 

masalah syubhat dalam hukum Islam, yang be lrarti telrsangka 

yang me llakukan jarimah gugur hukuman hudud. Hakim atau 

qadhi harus lelbih belrhati-hati saat me lmvo lnis telrsangka, 

me lmaafkan le lbih baik daripada me lmbe lrikan hukuman, dan 

pe lnelgak hukum atau pollisi yang me llakukan pe llanggaran 

hukum se lpe lrti me lnganiaya telrsangka harus belrtanggung jawab 
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atas pelrbuatan me lre lka. Dalam hukum Islam, hukuman qisas 

adalah hukuman yang be lrlaku apabila selselolrang celde lra atau 

ke lhilangan anggo lta badan kare lna pelrbuatan olrang lain.
18

 

Keldua, Skripsi karya Fathul Wasik Mahasiswa 

UIN Walisolngol Se lmarang, yang be lrjudul : Analisis Te lrhadap 

Pe llaksanaan Ganti Rugi Kolrban Salah Tangkap me lnurut 

Hukum Pidana Islam, Dalam skripsi ini dije llaskan bahwa ganti 

rugi ko lrban salah tangkap adalah hak se lselolrang untuk 

me lndapatkan imbalan uang atas tuntutannya kare lna ditangkap, 

ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang be lrdasarkan 

undang-undang atau karelna ke lke lliruan me lnge lnai o lrangnya 

atau hukum yang ditelrapkan me lnurut cara yang diatur dalam 

KUHAP, baik sellama prolse ls pelnyidikan, pelme lriksaan belrkas 

acara pelrkara olle lh jaksa atau pada saat hakim me lnjatuhkan 

ke lputusan. Jika telrjadi kelsalahan pada tahap awal pro lsels atau 

hal-hal yang tidak se lsuai de lngan pro lseldur, ke lsalahan akan 

telrjadi pada tahap belrikutnya, me lnye lbabkan salah tangkap 

atau volnis yang salah. Kolrban belrhak untuk me lnuntut ganti 

rugi dari pelnyidik, pelnyidik, pe lnuntut umum, dan hakim atas 

tindakan me llawan hukum. Pelrlindungan hak asasi manusia 

                                                           
18 Skripsi Fahrurrozi, Pencemaran Nama Baik Akibat Salah 

Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana positif),  Jakarta: 

UIN Syarif Hidayatullah, 2010 
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(HAM) me lncakup pelrlindungan dari kelke lrasan, selrta hak atas 

pe lngakuan, jaminan, pelrlindungan, dan ke lpastian hukum yang 

adil selrta pelrlakuan yang sama di de lpan hukum.
19

 

Keltiga, Skripsi karya A. Indah Anugrah Mahasiswi 

UIN Alaudin Makassar, yang be lrjudul Analisis Yuridis 

Telrhadap Prolse ls Salah Tangkap Di Ke lpollisian Relsolr 

Kabupateln Bulukambang, Dalam skripsi ini dije llaskan bahwa 

dalam kasus salah tangkap di Ke lpollisian Relsolr Bulukumba, 

selolrang pe lnyidik dimintai pe lrtanggungjawaban karelna salah 

tangkap, te ltapi kasus telrselbut tidak dilanjutkan kare lna 

ke lmatian Syamsuddin. Jadi, pe lnyidik yang salah tangkap 

hanya akan me lne lrima sanksi administrasi, e lfelk jelra, dan 

pe lmulihan nama baik ko lrban. Sellanjutnya, tanggung jawab, 

me lnurut KUHAP dan Undang-Undang No lmo lr 2 Tahun 2002, 

adalah keltika selselolrang harus belrtanggung jawab atas se lgala 

selsuatunya jika telrjadi apa-apa yang dapat me lnye lbabkan 

pe lnuntutan. Delngan kata lain, belrke lwajiban me lnanggung 

                                                           
19 Skripsi Fathul Wasik, Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti 

Rugi Korban Salah Tangkap menurut Hukum Pidana Islam, Semarang :UIN 

Walisongo, 2018. 
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akibat dari tindakan se lselo lrang, baik yang me lrugikan maupun 

me lnye lnangkan.
20

 

Kele lmpat, Jurnal pelne llitian ollelh Hatlinsyana Selroly 

yang be lrjudul “Pelrlindungan Hukum Te lrhadap Kolrban Salah 

Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP”. Pe lne llitian ini 

be lrtujuan untuk me lnge ltahui bagaimana aturan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana me llindungi ko lrban 

salah tangkap dan bagaimana pro lse ls pelnye lle lsaian hukum 

telrhadap ko lrban salah tangkap diatur di dalamnya. De lngan 

me lnggunakan me ltoldel pe lne llitian yuridis nolrmatif, hasilnya 

adalah selbagai belrikut: 1. Pasal I butir 10 Undang-Undang 

Nolmolr 8 Tahun 1981 telntang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), Bab X Bagian Satu Pasal 77 sampai 

de lngan Pasal 83 dan Pasal 95 sampai de lngan Pasal 100 

KUHAP me lngatur pelrlindungan telrhadap ko lrban salah 

tangkap. Melnurut Pasal 96 dan 97 KUHAP, tuntutan ganti rugi 

selbagai akibat dari pelnahanan yang tidak sah dan re lhabilitasi 

selbagai akibat dari pelnahanan yang tidak sah dapat diajukan. 

Pe lraturan Pelme lrintah No lmolr 27 Tahun 1983 telntang 

Pe llaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

                                                           
20 Skripsi A. Indah Anugrah, Analisis Yuridis Terhadap Proses 

Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukambang, Makassar : 

UIN Alaudin, 2018. 
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Pasal 7 sampai Pasal 11 me lmpe lrjellas dan me llelngkapi pasal 95 

dan pasal 96 KUHAP te lntang ganti ke lrugian. Pasal ini bellum 

me lngatur selcara me lnye lluruh telntang batas waktu pelngajuan 

tuntutan ganti ke lrugian, dasar pelrtimbangan yang 

me lnye lbabkan tuntutan ditelrima atau ditollak, dan pihak yang 

be lrtanggung jawab me lmbayar ganti kelrugian. Pasal 97 ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP me lngatur relhabilitasi.
21

 

Be lbelrapa pelne llitian di atas me lnunjukkan bahwa 

pe lnellitian selbellumnya be lrbelda delngan pe lnellitian saat ini 

kare lna pelne llitian selbellumnya tidak se lcara khusus be lrfolkus 

pada tinjauan yuridis pe lrlindungan kolrban salah tangkap 

me lnurut hukum pidana po lsitif dan hukum pidana Islam. 

Pe lnellitian yang se lbellumnya me lmbahas bagaimana 

pe lrlindungan ko lrban salah tangkap dan pe llaksanaan ganti 

ke lrugian akibat ko lrban salah tangkap, tidak se lcara khusus 

me lnelliti telntang pelrlindungan hukum bagi ko lrban tindak 

pidana salah tangkap bila dianalisis dalam hukum pidana 

islam. Adapun pelrsamaan delngan pe lne llitian yang dilakukan 

telrlelbih dahulu yaitu sama-sama be lrfolkus pada tindak pidana 

salah tangkap se lcara umum. 

                                                           
21 Hatlynsyanna Seroy. Perlindungan Hukum Terhadap 

Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang KUHAP. Vol V. Lex Crimen. 

2016. 
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F.  Metode Penelitian 

Pe lnellitian adalah upaya untuk me lnganalisis selrta 

me lngadakan ko lnstruksi selcara me ltoldollolgis, sistelmatis, dan 

kolnsisteln. Telntu saja, upaya untuk me lne lmukan ke lbelnaran 

harus didasarkan pada me ltolde l ilmiah.
22

 Agar pe lne llitian 

me lnjadi lelbih sistelmatis dan telrarah, pelnelrapan me ltoldollolgi 

pe lnellitian ilmiah sangat pe lnting.
23

 Untuk me lnyusun skripsi 

ini, me ltoldel be lrikut digunakan: 

1. Jelnis Pelnellitian 

Jelnis Pelne llitian yang digunakan o llelh pe lnulis dalam 

pe lnellitian ini me lnggunakan jelnis  pelndelkatan yuridis 

nolrmatif. Pelnellitian hukum yuridis nolrmatif bisa juga diselbut 

selbagai pelne llitian hukum do lktrinal. Jelnis pelnellitian no lrmatif 

me lnggunakan pe lndelkatan de lngan ke lte lntuan pelrundang-

undangan yang belrlaku pada suatu Nelgara atau me ltoldel 

pe lndelkatan hukum do lktrinal yaitu telolri-te lolri hukum dan 

pe lndapat para ilmuwan hukum te lrutama yang be lrkaitan 

de lngan pe lrmasalahan yang dibahas.
24

 Pe lndelkatan yang 

                                                           
22 Galang Taufani Suteki and Galang Taufani, „Metodologi 

Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)‟, Rajagrafindo Persada, 

Depok, 2018, pp. 125–27. 
23 Dr Sugiyono, „Memahami Penelitian Kualitatif‟, 2010, p. 63. 
24 Ronny Hanitijo Soemitro, „Metodologi Penelitian Hukum 

Dan Jurimetri‟, Ghalia Indonesia, Jakarta, 167 (1990), p. 24. 



19 
 

dilakukan dalam pe lnulisan pelne llitian ini me lnggunakan 

pe lndelkatan kualitatif, yaitu pelndelkatan yang dalam 

pe lngollahan dan analisis data tidak me lnggunakan data be lrupa 

aangka-angka, me llainkan de lngan me lngkaji masalah se lcara 

me lndalam. Pada pe lne llitian ini pula me lnggunakan me ltoldel 

kualitatif selbagai prolse ldur pe lnellitian yang me lnghasilkan data 

de lskriptif. 

 

2. Sumbe lr Data 

Pe lnellitian ini dianggap kualitatif kare lna jelnis data 

yang dihasilkannya adalah infolrmasi dalam be lntuk kata-kata 

dan bukan angka-angka yang dibutuhkan untuk analisis 

kuantitatif. Delngan kata lain, me ltoldel kualitatif adalah jelnis 

pe lnellitian yang me lmbe lrikan data delskriptif dalam be lntuk 

tulisan telntang masalah yang dipellajari.  Bahan hukum prime lr, 

skunde lr, dan telrsielr dapat me lnjadi jelnis data selkunde lr yang 

digunakan dalam pelnulisan ini. Bahan hukum se lkundelr ini 

be lrasal dari litelratur dan pe lraturan pelrundang-undangan yang 

rellelvan de lngan pelne llitian ini.
25

 Bahan hukum skripsi ini 

adalah selbagai belrikut: 

 

                                                           
25 Suteki and Taufani, pp. 125–27. 
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a. Sumbe lr data Prime lr 

Data prime lr yaitu data yang be lrasal langsung dari 

sumbelr data yang dikumpulkan se lcara khusus dan 

be lrhubungan langsung de lngan pelrmasalahan yang ditelliti 

me lnge lnai tinjauan yuridis pe lrlindungan telrhadap ko lrban salah 

tangkap, yaitu buku Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana. 

b. Sumbe lr data Selkunde lr 

Data yang dipelrollelh dari olrang lain atau pihak lain 

daripada pelne lliti selndiri diselbut data selkunde lr. Do lkume ln 

lapolran-lapolran, buku-buku, artike ll, dan majalah ilmiah yang 

be lrkaitan delngan to lpik pe lnellitian skripsi ini me lrupakan 

colntolhnya. 

c. Sumbe lr Telrsielr 

Sumbe lr Telrsielr, yaitu belrupa bahan-bahan yang 

me lmbelrikan infolrmasi tambahan telntang bahan hukum prime lr 

dan bahan hukum se lkundelr. Misalnya kamus hukum, 

e lnsiklolpeldia dan lain-lain. 

 

3.  Meltolde l Pelngumpulan Data 

Pe lnellitian ini me lnggunakan pe lnellitian ke lpustakaan 

(library relaselarch) untuk me lncatat dan me lmpe llajari buku-
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buku yang re llelvan de lngan to lpik pelne llitian. Pe lnellitian 

ke lpustakaan me lnggunakan me ltolde l dolkume lntasi, yang be lrarti 

me lncari infolrmasi atau ke ltelrangan yang belnar dan akurat, 

selrta me lndapatkan infolrmasi dari sumbe lr-sumbe lr se lpelrti buku, 

noltuleln, transkrip, catatan, dan lainnya yang te lrkait.  

4.   Analisis Data 

Analisis data adalah upaya untuk me lngolrganisir 

dan me lngurutkan data kel dalam polla, katelgolri, dan satuan 

uraian dasar untuk me lne lmukan telma dan me lmbuat hipoltelsa 

ke lrja yang diusulkan dari data.
26

 Untuk me lndapatkan 

ke lbelnaran, data digunakan delngan telknik analisis data. 

Pe lnelliti me lnggunakan te lknik de lskriptif kualitatif untuk 

me lnganalisis data. Maksudnya adalah bahwa analisis akan 

didasarkan pada kaidah de lskriptif dan kualitatif. Kaidah 

de lskriptif me lnganalisis selmua data yang te llah dikumpulkan, 

diollah, dan kelmudian disajikan se lcara ke lselluruhan. Selme lntara 

itu, kaidah kualitatif me lmbandingkan telolri tanpa 

me lnggunakan rumus statistik.
27

 

 

                                                           
26 Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), p. 183. 
27 Sudarwan Danim, „Menjadi Peneliti Kualitatif‟ (Bandung: 

pustaka setia, 2002), p. 41. 
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G. Sistematika Penulisan 

Agar me lmpe lrmudah pelmbahasan dan pelnulisan 

dalam skripsi ini “Tinjauan Yuridis Pe lrlindungan Te lrhadap 

Kolrban Salah Tangkap dalam Hukum Pidana Po lsitif dan 

Hukum Pidana Islam” disusun ke l dalam lima bab , masing-

masing te lrdiri delngan sub bab. Delngan sistelmatika pe lnulisan 

selbagai belrikut: 

 

BAB I  : Pelndahuluan. Telrdapat dalam Bab ini yakni 

me lliputi latar bellakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

selrta manfaat dari pelnellitian, kajian pustaka, me ltolde l dalam 

pe lnulisan dan sitelmatika pe lnulisan. 

 

BAB II  : Telolri telntang ko lrban salah tangkap me lnurut 

hukum pidana polsitif maupun hukum pidana islam yang 

me lmuat de lfinisi ko lrban salah tangkap, pe lmikiran tolkolh islam 

telrhadap salah tangkap. Se llain itu, dalam bab ini juga 

dijellaskan ke lte lntuan hukum po lsitif bagi ko lrban tindak pidana 

salah tangkap. 

 

BAB III  : Melmbahas telntang fakto lr-faktolr te lrjadinya 

tindak pidana salah tangkap, dan co lntolh tindak pidana salah 
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tangkap, dan upaya hukum pe lnye lle lsaian kasus ko lrban salah 

tangkap. 

 

BAB IV  : Tinjauan Hukum Po lsitif dan Hukum Pidana 

Islam telrkait Pelrlindungan hukum te lrhadap kolrban salah 

tangkap. 

 

BAB V  : Pelnutup: Bab ini belrisi ke lsimpulan dari 

be lrbagai uraian selbe llumnya. Tujuan dari bab te lrakhir ini 

adalah untuk me lne lgaskan jawaban dan polko lk masalah yang 

tellah dike lmukakan, se lrta me lmbe lrikan saran dan daftar 

litelratur untuk relfelrelnsi. 
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BAB II 

TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

KORBAN TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP 

MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA 

ISLAM 

A. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan 

Hukum Korban Salah Tangkap dalam Hukum Positif 

1. Pengertian Korban dalam Tindak Pidana 

Kolrban didelfinisikan selbagai pihak di dalam 

hukum yang me lngalami pelndelritaan fisik atau me lntal, 

ke lrusakan, luka, atau se lgala belntuk ke lrugian dari sudut 

pandang hukum, se lrta dari sudut pandang elkolnolmi, solsial, 

pollitik, dan budaya. 

Kolrban me lmiliki pe lran fungsiolnal dalam 

telrjadinya ke ljahatan. Pada ke lnyataannya, tidak mungkin ada 

ke ljahatan tanpa kolrban atau pellaku. Kolrban keljahatan dapat 

be lrupa ke llolmpolk olrang, masyarakat, atau badan hukum. Arif 

Golsita me lnyatakan bahwa ko lrban adalah me lre lka yang 

me lngalami pe lndelritaan fisik dan me lntal selbagai akibat dari 

tindakan o lrang lain yang be lrusaha me lme lnuhi ke lpe lntingan 
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me lrelka se lndiri atau olrang lain yang me llakukan se lsuatu yang 

be lrtelntangan delngan hak asasi pihak yang dirugikan.
28

 

De lngan me lmpe lrtimbangkan de lfinisi ko lrban di atas, 

jellas bahwa ko lrban tidak hanya individu atau ke llolmpolk yang 

selcara langsung me lnde lrita akibat tindakan yang me lnye lbabkan 

pe lndelritaan bagi me lre lka selndiri atau ke llolmpolk me lre lka; 

kolrban juga telrmasuk ke lluarga dan tanggungan langsung 

me lrelka, se lrta olrang-olrang yang me lngalami ke lrugian ke ltika 

me lmbantu me lre lka me lngatasi pelndelritaan me lrelka. 

Melnurut pelraturan hukum yang be lrlaku di 

Indolne lsia, belrikut adalah de lfinisi ko lrban: :
29

 

a. Se lsuai de lngan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No lmolr 31 

Tahun 2014 Te lntang pe lrubahan atas Undang-Undang Nolmolr 

13 Tahun 2006 te lntang pe lrlindungan saksi dan ko lrban. 

Kolrban adalah individu yang me lngalami pe lnde lritaan fisik, 

psikollolgis, dan/atau ke lrugian ke luangan se lbagai akibat dari 

tindak pidana. 

                                                           
28 H Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan 

Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia (Refika Aditama, 2007), p. 77 <http://library.stik-

ptik.ac.id/detail?id=2523&lokasi=lokal>. 
29 Amira Paripurna and others, Viktimologi Dan Sistem 

Peradilan Pidana (Deepublish, 2021), p. 70. 
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b. Se lsuai de lngan Pasal 1 Ayat 5 dari UU No lmo lr 27 Tahun 2004 

te lntang Ko lmisi Ke lbe lnaran dan Re lkolnsiliasi. Ko lrban adalah 

individu atau ke llolmpolk o lrang yang me lngalami pe lnde lritaan 

fisik, me lntal, atau e lmo lsiolnal, ke lhilangan uang, atau 

me lngalami pe lngabaian, pe lngurangan, atau pe lrampasan hak-

hak dasarnya se lbagai akibat langsung dari pe llanggaran hak 

asasi manusia yang signifikan, te lrmasuk ko lrban dan ahli waris 

me lrelka.  

Dalam krimino llolgi klasik dan po lsitivis, ko lrban 

adalah pe lnde lritaan atau ke lrugian yang dialami individu atau 

se lkellolmpo lk olrang se lbagai akibat dari pe lrbuatan jahat yang 

te llah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.
30

 

Se llain itu, ko lrban tindak pidana se lcara langsung 

juga dike lnal se lbagai ko lrban langsung dan ko lrban tindak 

pidana yang tidak langsung baik individu maupun ke llolmpolk 

yang me lngalami pe lnde lritaan fisik, me lntal, dan mate lrial se lrta 

kolrban pe lnyalahgunaan ke lke lrasan. Ko lrban langsung adalah 

kolrban yang se lcara langsung me lngalami dan me lrasakan 

                                                           
30 S Maya Indah, „Perlindungan Korban Suatu Perspektif 

Viktimologi Dan Kriminologi‟, Kencana, Jakarta, 2014, p. 27. 
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pe lndelritaan yang dise lbabkan o lle lh tindak pidana. Ko lrban 

langsung me lmiliki ciri-ciri be lrikut:
31

 

1) Ko lrban adalah individu atau ke llolmpolk; 

2) Me lngalami ke lrugian, yang me lncakup ce lde lra fisik, 

ce lde lra me lntal, pe lnde lritaan e lmolsio lnal, ke lhilangan 

pe lndapatan, dan pe llanggaran hak dasar manusia. 

3) Akibat dari pe llanggaran atau ke llalaian yang diatur 

dalam hukum pidana di tingkat nasio lnal dan lo lkal; atau  

4) Akibat dari pe lnyalahgunaan ke lkuasaan. 

  

Kolrban tidak langsung (indire lct victims) adalah 

kolrban dari tindak ke ljahatan pihak ke ltiga atau me lre lka yang 

me lnggantungkan hidupnya pada ko lrban langsung (dire lct 

victims), se lpe lrti istri/suami, anak, dan ke lluarga te lrde lkat. 

Kolrban tidak langsung juga dapat me lnjadi ko lrban langsung 

atau kolrban pe lnce lgahan.
32

 

Dari uraian di atas, kita dapat me lnge ltahui bahwa 

ada be lbe lrapa pe lrbe ldaan pe lnge lrtian yuridis te lntang kolrban. 

Kolrban biasanya adalah individu atau ke llolmpolk yang 

me lngalami pe lnde lritaan fisik, me lntal, dan so lsial se lbagai akibat 

                                                           
31 Maya Indah, p. 30. 
32 Maya Indah, p. 31. 
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dari tindak ke ljahatan te lrse lbut. Me lre lka bahkan dapat 

me lngalami trauma yang be lrke lpanjangan jika me lre lka 

me llapo lrkan dan me lmbe lrikan ke lsaksian yang me lmbe lratkan 

pe llaku ke ljahatan di pe lngadilan. 

2. Pengertian Salah Tangkap 

Baik KUHAP maupun pe lraturan pelrundang-

undangan lainnya tidak me lnjellaskan delfinisi "salah tangkap" 

(elrrolr in pelrsolna). Namun, selcara telolreltis, dolktrin pe lndapat 

ahli hukum dapat me lncakup de lfinisi salah tangkap (elrrolr in 

pe lrsolna). Salah tangkap be lrarti salah me lmahami o lrang yang 

dimaksud atau salah me lmahami o lrangnya. 

Pe lnangkapan, pelnahanan, pelrsidangan, atau 

pe lrsidangan hakim sampai kasus selle lsai adalah selmua te lmpat 

ke lsalahan dapat telrjadi. Pasal 95 KUHAP se lbe lnarnya 

me lngatur ganti rugi, pe lrsidangan, dan pelrsidangan te lrhadap 

olrang yang ditangkap dan ditahan tanpa alasan hukum atau 

ke llalaian.  

Se lpelrti yang dijellaskan olle lh M. Yahya Harahap, 

ke lkelliruan dalam pe lnangkapan selse lolrang dike lnal selbagai 

disqualificatioln in pelrsoln, yang be lrarti bahwa olrang yang 

ditangkap atau ditahan me lngalami ke lsalahan. Olrang yang 

ditangkap te llah me lngklarifikasi bahwa bukan dirinya yang 



29 
 

dimaksudkan untuk ditangkap atau ditahan. Be lrdasarkan 

Putusan Nolmolr. 89 KP/PID/2008, Mahkamah Agung te llah 

me lnggunakan istilah lain untuk me lnangkap dan salah 

me lndakwa se lselolrang yang diselbut selbagai ke lsalahan 

subjelktif.  

Melnurut Undang-undang Nolmo lr 13 Tahun 2006 

telntang Pe lrlindungan Saksi dan Kolrban, ko lrban adalah 

selselolrang yang me lngalami pelnde lritaan fisik, me lntal, dan/atau 

ke lrugian elkolnolmi yang diselbabkan ollelh tindak pidana. Arielf 

Golsita me lnyatakan bahwa ko lrban adalah individu yang 

me lngalami pe lndelritaan fisik dan me lntal selbagai akibat dari 

tindakan o lrang lain yang be lrusaha me lme lnuhi ke lpe lntingan 

me lrelka se lndiri atau olrang lain yang belrtindak belrtelntangan 

de lngan hak dan ke lpe lntingan o lrang yang me lnde lrita. The lol van 

Boluveln juga me lnde lfinisikan ko lrban se lbagai individu atau 

ke llolmpo lk yang te llah me lnde lrita ke lrugian, telrmasuk ke lrugian 

fisik atau me lntal, pelnde lritaan elmolsial, ke lrugian elkolnolmi, atau 

pe lrampasan yang nyata te lrhadap hak-hak dasarnya kare lna 

tindakan atau ke llalaian.
33

 

Be lrdasarkan infolrmasi ini, dapat disimpulkan 

bahwa kelsalahan yang telrjadi pada olrangnya bukan karelna 

                                                           
33 Undang-undang Nomor 13  
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ke lsalahan pada olbjelk yang didakwakan atau ke lsalahan pada 

olrang yang didakwakan. Se lbaliknya, ke lsalahan telrselbut telrjadi 

pada telrdakwanya atau o lrang yang ditangkap. Be lbelrapa 

tahapan salah tangkap atau salah tangkap te lrmasuk:
34

 

a. Salah tangkap sellama pelnyidikan seltellah dia dinaikkan 

dari saksi me lnjadi telrsangka dan me lmiliki alibi dan 

bukti yang cukup, teltapi bukti telrselbut tidak me lmbawa 

telrsangka ke l pe lngadilan. Ollelh kare lna itu, tidak pe lrlu 

me llanjutkan prolse ls pada tahap ini.  

b. Salah tangkap dalam prolse ls pelrsidangan, ke ltika 

telrdakwa baru dike ltahui bahwa dia sama se lkali tidak 

telrlibat dalam suatu tindak pidana dan  

c. Salah tangkap ke ltika me lnjalani pidana bagi yang sudah 

diputuskan adalah keltika barang bukti baru ditelmukan 

yang me lnunjukkan bahwa selselolrang tidak telrbukti 

be lrsalah atas tindak pidana sellama masa pidana. 

Didasarkan pada pe lnje llasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa te lrdapat be lrbagai macam istilah atau 

pe lnyelbutan untuk situasi atau ke ladaan di mana pe lne lgak 

hukum me llakukan ke lsalahan atau ke lke lliruan saat me llakukan 

                                                           
34 Arif Rohman, Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa 

Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Fakultas Hukum 

Universitas Borneo Tarakan), hal. 333 
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pe lnangkapan, pe lnahanan, pe lnuntutan, dan pe lme lriksaan di 

pe lngadilan. 

3. Dasar Hukum Perlindungan Korban Salah Tangkap 

Dasar hukum yang me lngatur tentang pe lrlidungan 

hukum bagi ko lrban salah tangkap, yaitu se lbagai be lrikut: 

1. Perlindungan Korban Tindak Pidana Salah Tangkap 

dalam KUHAP 

Undang-Undang No lmolr 8 Tahun 1981 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) me lngatur 

pe lrlindungan te lrhadap ko lrban salah tangkap, dan PP No l.92 

Tahun 2015 me lngatur pe llaksanaan KUHAP. Dalam KUHAP, 

khususnya pasal 16 hingga 19, ada ke lte lntuan yang me lngatur 

pe lnangkapan se lndiri. Jika ke lte lntuan ini tidak dipatuhi, 

pe lnangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak be lrdasarkan 

Undang-Undang. 

Dalam Pasal 1 angka 2 telrselbut, me lnjellaskan 

bahwa: “seltiap tindakan pe lnyidik dalam me lne lmukan bukti-

bukti yang dapat me lndukung ke lyakinan bahwa pe lrbuatan 

pidana atau pelrbuatan yang dilarang me lnurut keltelntuan pidana 

itu belnar-be lnar telrjadi.” 

Pe lraturan Kelpala Kelpollisian No lmo lr 6 Tahun 2019 

Pasal 13 me lnjellaskan dasar pelnye llidikan, yaitu : 
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1. Lapolran pollisi; dan 

2. Surat pelrintah pelnye llidikan. 

Pe lnyidik me lncari bukti untuk me lnjellaskan 

pe llanggaran pidana. Melnurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, dua 

bukti yang sah dipelrlukan untuk me lmidana telrdakwa ialah: 

a. Kelte lrangan ahli; 

b. Keltelrangan telrsangka; 

c. surat; 

d. Keltelrangan telrdakwa; 

el. Peltunjuk. 

Dalam Pasal 183 KUHAP, me lnyatakan bahwa: 

“Hakim tidak bollelh me lnjatuhkan pidana ke lpada selolrang 

ke lcuali apabila delngan se lkurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah ia me lmpe lrollelh ke lyakinan bahwa suatu tindak pidana 

be lnar-be lnar telrjadi dan bahwa telrdakwalah yang be lrsalah 

me llakukannya”. 

Dalam Pasal 1 angka 2 telrselbut, me lnjellaskan 

bahwa: Salah tangkap tidak be lrarti dia harus ditangkap; 

selbaliknya, o lrang lain harus ditangkap kare lna ke ltidakseltaraan 

idelntitas me lrelka. Ini biasanya te lrjadi karelna masalah yang 

sama atau kare lna infolrmasi dan hasil surve li yang salah. 
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Se lbagai pihak yang dirugikan, te lrsangka yang salah tangkap 

harus dibelrikan pelrlindungan dalam kasus selpe lrti ini. 

Dalam Pasal 1 angka 2 telrselbut, me lnjellaskan 

bahwa: Prolsels pe llaksanaan pe lnangkapan me lncakup be lrbagai 

aspelk diskusi me lnge lnai siapa peltugas yang be lrwelnang 

me llakukan pe lnangkapan se lrta syarat-syarat yang harus 

dipelnuhi untuk me llakukannya. Pasal 18 me lne ltapkan prolse ldur 

pe llaksanaan pelnangkapan: 

1. Peltugas ke lpollisian Nelgara Re lpublik Indo lne lsia me llakukan 

pelnangkapan. Kelte lntuan ini me lnunjukkan pe ltugas mana 

yang be lrhak me llakukan pe lnangkapan. Belrdasarkan pasal 

248 ayat (2), jaksa pelnuntut umum tidak dapat me llakukan 

pelnangkapan ke lcuali dalam kapasitasnya se lbagai pelnyidik. 

Kelcuali dalam kasus di mana "se ltiap olrang belrhak" 

mellakukan pelnangkapan dan bagi olrang yang be lrwelnang 

dalam tugas ke ltelrtiban, ke lte lntraman, dan ke lamanan 

"wajib" me lnangkap te lrtangkap tangan, satpam atau hansip 

tidak me lmiliki oltolritas untuk me llakukan pe lnangkapan.  

2. Surat tugas pelnangkapan harus dibawa ollelh pe ltugas yang 

ditugaskan untuk me llakukan pe lnangkapan. Jika tidak, 

telrsangka belrhak untuk me lnollak pe lrintah pelnangkapan 

kare lna surat tugas itu me lrupakan syarat folrmal yang 
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belrsifat "impelratif". Se llain itu, untuk me lncelgah 

pelnangkapan yang dilakukan o lle lh individu yang tidak 

belrtanggung jawab. Akibatnya, untuk me lmastikan 

kelamanan, me lncelgah pe lnyalahgunaan polsisi, dan 

mellindungi masyarakat dari ke llolmpolk yang tidak baik. 

3. Peltugas me lnunjukkan surat pelrintah pelnangkapan yang 

belrisi pelnjellasan dan bukti me lnge lnai: 

a) Ide lntitas, nama, umur, dan lo lkasi telrsangka Surat pelrintah 

pelnangkapan dapat dianggap "tidak be lrlaku" telrhadap 

olrang yang didatangi peltugas jika idelntitas yang diselbutkan 

dalamnya tidak selsuai. 

b) Belri pelnjellasan singkat atau me lnye lbutkan alasan 

pelnangkapan. 

c) Melmbe lrikan pelnjellasan singkat telntang kasus ke ljahatan 

yang diduga te lrhadap telrsangka 

d) Sellanjutnya telmpat pe lme lriksaan diselbutkan delngan jellas. 

Be lrdasarkan pasal 19 ayat (1), jangka waktu 

pe lnangkapan tidak bollelh lelbih dari "satu hari". Jika le lbih dari 

satu hari, pelnangkapan dianggap "tidak sah" kare lna tellah 

telrjadi pellanggaran hukum. De lngan de lmikian, te lrsangka harus 

"dibelbaskan delmi hukum". Jika batas waktu itu dilanggar, 

telrsangka, pe lnasihat hukumnya, atau ke lluarganya dapat 
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me lminta pe lme lriksaan pra-pe lradilan untuk me lne lntukan apakah 

pe lnangkapan itu sah atau tidak. Me lrelka juga dapat me lnuntut 

ganti rugi. 

Se llain me llindungi hak asasi manusia (HAM) dalam 

sistelm pe lradilan pidana Indo lnelsia, me lmbe lrikan pelrlindungan 

ke lpada ko lrban yang salah tangkap dan te llah dijadikan 

telrdakwa juga me lnjaga asas praduga tidak be lrsalah (praduga 

tidak belrsalah). Pelngakuan atas asas praduga tidak be lrsalah 

me lmelrlukan pe lngakuan atas asas ke lseltaraan di delpan hukum, 

yang ditunjukkan de lngan ke lse lmpatan yang dibe lrikan ke lpada 

pe lnunut umum untuk Dalam hal ini, KUHAP te ldi be lrkaitan 

de lngan pelmbe lrian hak ke lpada telrsangka atau telrdakwa.
35

 

Kasus salah tangkap te lrmasuk pe llanggaran HAM 

yang sistelmatis dan sangat selrius. Karelna itu, pelnanganannya 

harus luar biasa. Selsuai de lngan pasal 351 dan 1362 

KUHPelrdata telntang pelrbuatan me llawan hukum, ko lrban juga 

dapat me lnuntut pelnelgak hukum yang salah me lnghukum 

me lrelka se lcara pidana dan pe lrdata, misalnya kare lna 

pe lnganiayaan. Dalam ne lgara delmolkrasi, ke ladilan dan 

ke lbelnaran harus telrseldia bagi selmua olrang. Nelgara harus 

                                                           
35 Kaligis, O.C. (2006). Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi 

Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Bandung: PT. Alumni. 
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me lmelnuhi syarat lelgalitas de lngan me lmbayar ganti rugi dan 

me lrelhabilitasi nama baik warganya yang me lnjadi ko lrban salah 

tangkap tanpa me lrasa malu atau ditelkan publik.
36

 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban 

Pe lrhatian dan pe lrlindungan te lrhadap ke lpe lntingan 

kolrban salah tangkap baik me llalui pro lse ldur di institusi 

ke lpollisian maupun sudah sampai tahap pe lrsidangan 

me lrupakan bagian mutlak yang pe lrlu dipe lrtimbangkan dalam 

ke lbijakan hukum pidana dan ke lbijakan-ke lbijakan so lsial, baik 

le lmbaga ke lkuasaan ne lgara maupun le lmbaga so lsial yang ada. 

Be lrdasarkan tujuan dan tanggung jawab ne lgara untuk 

me lwujudkan pe lme lrataan ke ladilan ke lse ljahte lraan umum, maka 

hak kolrban salah tangkap untuk dilindungi me lrupakan bagian 

inte lgral dari hak asasi di bidang jaminan so lsial. Be lrdasarkan 

hukum po lsitif yang be lrlaku saat ini masalah salah tangkap 

te llah diatur namun, se ltiap pe lraturan be llum me lmahami se lcara 

me lnyelluruh masalah ko lrban salah tangkap. Me lskipun 

pe lrtanggungjawaban pe llaku sangat pe lnting, pe lrlindungan 

kolrban juga sangat pe lnting. 

                                                           
36 M Karjadi dan R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1998, hlm 25-27. 
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Pada awalnya Pasal 98 hingga 101 KUHAP 

me lmbelrikan pe lrlindungan ke lpada ko lrban dalam siste lm 

pe lradilan pidana. Namun, KUHAP se lndiri hanya me lmbahas 

pe lnggabungan pe lrkara. Pada tahun 2006, Undang-Undang 

Nolmolr 13 Tahun 2006 te lntang Pelrlindungan Saksi dan 

Kolrban dibuat, ke lmudian dirubah me lnjadi Undang-Undang 

Nolmolr 31 Tahun 2014 te lntang Pelrlindungan Saksi dan 

Kolrban. Undang-undang ini me lngatur hak yang dibe lrikan o lle lh 

ne lgara ke lpada ko lrban tindak pidana yang se lbe llumnya tidak 

diatur dalam KUHAP dan Pasal 5 UU No l. 31 Tahun 2014 

me lnje llaskan hak-hak kolrban.
37

 

Kasus salah tangkpa ini tidak hanya me lmbe lrikan 

dampak se lcara fisik te lrhadap ko lrban akan te ltapi juga 

me lmbelrikan dampak baik se lcara me lntal maupun psikis. Untuk 

dampak se lcara fisik untuk tahap pe lmulihannya me lmanglah 

tidak me lmbutuhkan waktu te lrlalu lama, namun dampak yang 

ditimbulkan se lcara me lntal yang dialami ko lrban me lmbutuhkan 

waktu yang re llatif sangat lama. 

                                                           
37 Anggreany Haryani Putri and others, „Lemahnya 

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia‟, Jurnal 

Hukum Pelita, 2.2 (2021), 14–29 (p. 19) 

<https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>. 
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Pe lrlindungan ko lrban dapat be lrupa pe lrlindungan 

kolnkre lt (langsung) atau abstrak. Pe lrlindungan abstrak pada 

dasarnya me lrupakan pe lrlindungan yang hanya dapat dirasakan 

atau dinikmati se lcara e lmo lsiolnal (psikis), se lpe lrti rasa puas. 

Pada awalnya, pe lrlindungan pada ko lrban di siste lm pe lradilan 

pidana diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 98 sampai 

de lngan Pasal 101. Se llain itu, UU Pe lrlindungan Saksi dan 

Kolrban me lmuat ke lte lntuan dasar yang je llas untuk me llindungi 

hak-hak saksi dan ko lrban. Pasal 5 me lncakup hak-hak 

be lrikut:
38

 

a. Me lndapatkan pe lrlindungan atas ke lamanan pribadi, 

ke lluarga, dan harta be lndanya, se lrta be lbas dari 

ancaman yang te lrkait de lngan ke lsaksian yang akan 

datang, se ldang, atau te llah dia be lrikan; 

b. Be lrpartisipasi dalam pro lse ls me lne lntukan dan 

me lmilih je lnis pe lrlindungan dan dukungan ke lamanan 

c. Me lmbe lrikan ke lte lrangan tanpa me lndapat te lkanan; 

d. Me lndapat bantuan pe lne lrje lmah; 

e. Be lbas dari pe lrtanyaan yang me lnje lrat; 

                                                           
38 R Valentina Sagala, Ketika Negara Mengatur Kekerasan 

Seksual (Guepedia, 2020), p. 85. 
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f. Me lndapatkan info lrmasi me lnge lnai pe lrke lmbangan 

kasus; 

g. Me lndapat pe lnje llasan info lrmasi me lnge lnai putusan 

pe lngadilan; 

h. Me lnge ltahui te lntang hal te lrpidana dibe lbaskan; 

i. Me lndapatkan ide lntitas baru; 

j. Me lndapat te lmpat ke ldiaman baru; 

k. Me lmpe lrolle lh pe lnggantian biaya transpo lrtasi se lsuai 

de lngan ke lbutuhan; 

l. Me lndapat nasihat hukum; dan/atau  

m. Me lmpe lrolle lh bantuan biaya hidup se lme lntara sampai 

batas waktu pe lrlindungan be lrakhir.  

Me lngingat maraknya pe lristiwa ko lrban salah 

tangkap saat ini, pe lrlindungan dari LPSK sangat dipe lrlukan. 

Poltelnsi viktimasasi be lrulang te lrhadap ko lrban, ke lluarga 

kolrban, maupun saksi, dalam pro lse ls pe lradilan pidana maupun 

pasca putusan pe lngadilan diharapkan dapat dice lgah de lngan 

adanya pe lrlindungan te lrse lbut.  

3. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innonce) 

Prinsip hukum yang dike lnal selbagai praduga tidak 

be lrsalah atau prelsumptioln olf innolncel, me lnyatakan bahwa 

seltiap olrang harus dianggap tidak be lrsalah sampai telrbukti 
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be lrsalah o llelh putusan pelngadilan yang te llah me lmpe lrollelh 

ke lkuatan hukum te ltap.
39

  

Pada dasarnya, masalah de lngan pelne lrapan asas 

praduga tidak be lrsalah dalam kasus pidana ini adalah bahwa 

telrsangka atau telrdakwa be lrada dalam ke ldudukan yang tidak 

selimbang de lngan pihak be lrwe lnang yang be lrke lpe lntingan, yang 

me lnye lbabkan ke lkhawatiran bahwa pihak be lrwelnang akan 

me llakukan tindakan selwe lnang-we lnang. Hukum pidana, 

selbagai hukum publik, me lngatur ke lpe lntingan umum, se lhingga 

be lrhubungan delngan nelgara untuk me llindungi kelpe lntingan 

umum. Ke ldudukan tidak se limbang ini me lnye lbabkan 

telrjadinya tindakan selwe lnang-we lnang. 

Be lrdasarkan asas praduga tidak be lrsalah telrselbut di 

atas, seltiap olrang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut kare lna 

diduga me llakukan tindak pidana belrhak dianggap tidak 

be lrsalah sampai ke lsalahannya selcara sah dibuktikan di 

pe lngadilan dan dibelri selgala jaminan hukum yang dipe lrlukan 

untuk me lmbe llanya selsuai undang-undang.
40

 

                                                           
39 https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-

bersalah-cl2663  
40 https://cmkp-law.com/memahami-asas-praduga-tak-

bersalah-dalam-sistem-peradilan-indonesia/  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663
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https://cmkp-law.com/memahami-asas-praduga-tak-bersalah-dalam-sistem-peradilan-indonesia/
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4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibe lrikan 

ke lpada manusia seljak lahir dan harus diholrmati o llelh selmua 

olrang, telrmasuk me lre lka yang me lme lgang ke lkuasaan.
41

 Sangat 

pe lnting bagi pe lraturan hukum acara pidana untuk me lnjamin 

dan mellindungi hak asasi manusia.
42

 

De lngan de lmikian, masalah Hak Asasi Manusia 

sudah ada seljak manusia ada. Melnurut Kelte ltapan Majellis 

Pe lrmusyawaratan Rakyat Re lpublik Indo lnelsia 

Nol.XVII/MPR/1998 tanggal 13 Nolve lmbe lr 1998, le lmbaga 

tinggi nelgara dan selluruh aparatur pelme lrintahan diminta untuk 

me lngho lrmati, me lne lgakkan, dan me lmprolmo lsikan Hak Asasi 

Manusia kelpada masyarakat umum. Se ltiap olrang harus tunduk 

pada batasan yang dite ltapkan olle lh undang-undang saat 

me lnjalankan hak dan kelbe lbasannya karelna tujuan selmata-

mata untuk me lnjamin pelngakuan dan pelngho lrmatan hak dan 

                                                           
41 Arifin, Ridwan., & Lestari, Lilis Eka. (2019). Penegakan 

Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks 

Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Jurnal 

Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 5, (No.2), p.16. 
42 Ismail, Dian Ekawaty., & Tamu, Yowan. (2009). Upaya 

Perlindungan Hak - Hak Tersanngka / Terdakwa Melalui Mekanisme 

Praperadilan Di Kota Gorontalo. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, (No. 1), 

pp. 81-92. 
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ke lbelbasan olrang lain selrta untuk me lme lnuhi tuntutan yang adil 

selsuai delngan pelrtimbangan mo lral, ke lamanan, dan ke ltelrtiban 

masyarakat.
43

 

Dalam Undang-undang No lmolr 39 Tahun 1999 

Telntang Hak Asasi Manusia, pe lrlindungan hukum te lrhadap 

kolrban salah tangkap diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, 

Pasal 5, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 33, dan Pasal 34. 

Kolrban salah tangkap me lmiliki hak-hak 

selbagaimana be lrikut: 

1. Hak untuk hidup. Se ltiap olrang be lrhak untuk hidup, 

me lmpelrtahankan hidup, me lningkat taraf ke lhidupannya, hidup 

telntram, aman, damai, bahagia, se ljahtelra lahir dan batin se lrta 

me lmpelro llelh lingkungan hidup yang baik dan selhat 

2. Hak untuk be lrke lmbang. Se ltiap olrang belrhak untuk 

me lmpelrjuangkan hak untuk be lrke lmbang, baik se lcara pribadi 

maupun ko lle lktif, delmi ke lmajuan masyarakat, bangsa, dan 

ne lgaranya. 

3. Hak untuk me lmpe lrollelh ke ladilan. Seltiap olrang, tanpa 

diskriminasi, belrhak untuk me lndapatkan ke ladilan de lngan 

me lngajukan pelrmolholnan, pe lngaduan, dan gugatan, baik dalam 

                                                           
43 Prinst, D. (2001). Sosialisasi dan Disemisasi Penegakan 

Hak Asasi Manusia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 
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pe lrkara pidana, pelrdata, maupun administrasi, dan diadili 

me llalui prolsels pe lradilan yang be lbas dan tidak me lmihak, 

selsuai delngan hukum acara yang me lnjamin pe lme lriksaan yang 

olbjelktif dan adil ollelh hakim yang jujur dan adil. 

4. Hak rasa aman. Seltiap o lrang belrhak atas pelrlindungan diri 

pribadi, ke lluarga, ke lholrmatan, martabat, hak milik, rasa aman 

dan telntram se lrta pelrlindungan dari ancaman yang 

me lnghalangi me lre lka untuk me llakukan atau tidak me llakukan 

apa pun. 

5. Hak atas ke lse ljahtelraan so lsial. Seltiap olrang me lmiliki hak untuk 

be lrke lmbang, baik se lndiri maupun be lrsama o lrang lain, untuk 

me lnge lmbangkan ne lgara, bangsa, dan masyarakatnya de lngan 

tidak me llanggar hukum. Me lrelka be lrhak atas pe lke lrjaan, 

ke lhidupan yang layak, dan hak untuk me lmbe lntuk se lrikat 

pe lkelrja untuk me llindungi dan me lmpe lrjuangkan ke lhidupan 

me lrelka. 

6. Hak Anak. Se ltiap anak be lrhak atas pelrlindungan o llelh olrang 

tua, ke lluarga, masyarakat, dan ne lgara, selrta belrhak atas 

pe lndidikan dan pelndidikan yang me lmadai untuk 

pe lrtumbuhannya selndiri. Se llain itu, tidak ada undang-undang 

yang dapat me lnghalangi anak dari me lmpe lro llelh ke lbe lbasannya 

selcara tidak sah. 
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5. Teori Persamaan di Muka Hukum (Equality Before the 

Law) 

Hukum me lmbe lrikan jaminan dan ke lyakinan 

telntang hak dan ke lwajiban seltiap olrang; hukum juga tidak bisa 

me lmbeldakan siapa yang kaya atau miskin atau siapa yang 

me lmiliki ke lkuasaan pada dasarnya, selmua o lrang me lmiliki hak 

yang sama. De lngan de lmikian, simbo ll ke ladilan adalah selolrang 

de lwi yang ditutup ke ldua mata, yang be lrarti bahwa me lre lka 

dapat me lngadili tanpa me llihat apa yang te lrjadi di antara 

olrang-olrang yang be lrmasalah, dan selolrang hakim yang tidak 

bollelh me lmbe ldakan olrang.
44

 

Elquality belfolrel thel law adalah bagian dari arti rulel 

olf law atau nelgara hukum  me lnurut wikipeldia yaitu prinsip 

dimana ke ladilan di bawah pelngawasan hukum yang se lsuai 

adalah aturan di mana se ltiap individu belrgantung pada hukum 

yang sama, tanpa individu atau pe lrkumpulan yang me lmiliki 

ke luntungan yang sah atau tanpa ada individu atau ke llolmpolk 

yang me lmiliki hak istime lwa hukum. Se ltiap warga nelgara tidak 

bollelh me lnikmati ke listime lwaan dalam se ltiap prolsels pe lne lgakan 

hukum; jika telrjadi kelbalikannya, itu belrarti diskriminasi di 

                                                           
44 Suharto, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara 

Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan), h. 58 
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de lpan hukum. Se ltiap olrang be lrgantung pada hukum yang 

sama, tanpa ada individu atau ke llolmpo lk yang me lmiliki 

ke luntungan yang sah atau hak istime lwa hukum. 

Ne lgara hukum imgin me lne lmpatkan pe lnduduknya 

pada ke lselimbangan yang sama atau seltara di bawah 

pe lngawasan hukum (bandingkan Pasal 28 d ayat (1) UUD 

1945). Kelselimbangan po lsisibelrarti pelngaturan pe lnduduk 

dalam pelrlakuan yang sama di bawah pelngawasan hukum. 

Tidak ada olrang di atas hukum dapat diartikan se lbagai tidak 

ada ke listime lwaan yang dibe lrikan ollelh hukum ke lpada individu 

telrtelntu selbagai subjelk hukum; jika ada subje lk yang sah yang 

me lmiliki ke lpe lntingan untuk me lne lmpatkan individu telrtelntu 

selbagai subjelk yang sah, individu telrselbut dibelbaskan dari 

hukum yang be lrlaku untuk o lrang lain. 

Elquality belfolrel thel law me lnjadi jaminan untuk 

me lncapai ke ladilan (hukum), tanpa ada pihak yang bisa le lpas 

dari hukum ke ltika telrlibat dalam pro lsels pelne lgakan hukum. 

Jaminan pe lrlindungan hukum te lrsirat dalam prinsip e lquality 

be lfolrel thel law, yaitu jaminan bahwa seltiap subjelk hukum akan 

me lndapatkan pe lrlakuan yang sama dan bahwa hukum tidak 

akan me lmbe lri ke listime lwaan ke lpada subjelk hukum lain, 
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kare lna jika telrjadi delmikian, hal itu dapat me llanggar prinsip 

e lquality belfolrel thel law.
45

 

B. Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap dalam 

Hukum Pidana Islam 

1. Jarimah Salah Tangkap 

Dalam fiqh, istilah "jinayah" atau "jarimah" selring 

digunakan untuk me lnye lbutkan pellanggaran hukum Islam. 

Kata "jinayah" me lrupakan be lntuk masdar dari kata "jana", dan 

selcara eltimollolgis dapat belrarti me llakukan selsuatu yang salah 

atau dolsa. pellanggaran yang dilarang ollelh syara' yang diancam 

ollelh Allah delngan hukuman hadd atau ta'zir, me lnurut istilah 

Imam al-Mawardi..
46

  

Dari banyaknya pe lnge lrtian salah tangkap yang 

dike lmukakan, dike ltahui bahwa unsur pelnting telrjadinya salah 

tangkap adalah belrkaitan de lngan prolsels pelne lgakan hukum 

yang tidak me lme lnuhi pelrsyaratan prolseldur dan hak hak 

individu. 

Pada dasarnya, hukum pidana Islam tidak 

me lneltapkan sanksi khusus untuk tindak pidana salah tangkap. 

                                                           
45 Abdul Selamat Nazar, Penerapan Asas Equality Before The 

Law dalam Tindak Pidana Korupsi, h. 16-17. 
46 M H H Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, and M H SH, 

Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah (Prenada Media, 2016), p. 2. 
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De lngan de lmikian, pe lnulis me lngqiyaskan atau me lngaitkan 

masalah telrselbut delngan hukuman ta'zir. 

Dalam hal Ta‟zir, telrdapat belbelrapa hukuman 

dalam jarimah takzir, yang me lrupakan hukuman pe lndidikan 

atas dolsa-dolsa yang te llah dilakukan o lle lh pe llaku jarimah yang 

hukumannya be llum diteltapkan o llelh syara' yaitu: 

a) Pidana Mati 

 Imam Hanafi me lmbolle lhkan hukuman mati se lbagai sanksi 

takzir te lrtinggi, de lngan syarat tindakan itu dilakukan 

belrulang kali. Imam Malik juga me lmbo lle lhkan hukuman 

mati se lbagai sanksi takzir te lrtinggi, dan Imam Syafi'i juga 

melmbo lle lhkan hukuman mati.
47

 

 

b) Pidana Delra 

 Jika ada pe lrbe ldaan pe lndapat ulama te lntang batas te lre lndah 

hukuman jilid dalam takzir, itu wajar. Kare lna masalah 

jinayah itu be lrkaitan de lngan ke lmaslahatan umat, Ulil Amri 

belrhak me lne ltapkan batas te lre lndah hukuman hanya de lmi 

kelpastian hukum.
48

 

 

                                                           
47 A. Jazuli, Fiqh Jinayah, hlm. 188 
48  Ibid.h. 192. 
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c) Pidana Pelnjara, ada dua macam pidana pelnjara: 

 Pidana pe lnjara me lmiliki batas waktu, de lngan batas 

telre lndah satu hari dan batas te lrtinggi tidak ada 

kelse lpakatan. Untuk tindak pidana hudud, qisas, dan diyat, 

hukuman takzir be lrlaku untuk se lmua tindak pidana, kare lna 

hukuman ini te llah dite ltapkan dalam syara.
49

 

 

Hukuman jarimah ta‟zir me lmiliki je lnis-je lnis yang 

me lmiliki kaitan de lngan tindak pidana salah tangkap, yaitu : 

1.  Hukuman pe lngasingan te lrkait de lngan pe lnce lmaran nama 

baik akibat salah tangkap kare lna tindakan te lrse lbut dapat 

melmbahayakan dan me lrugikan o lrang lain. Masa hukuman 

pelngasingan hanya satu tahun. 

2.  Hukuman De lnda: Sanksi de lnda dapat digunakan se lbagai 

hukuman utama dan dapat digunakan be lrsama de lngan 

sanksi lainnya. Hanya saja, hukuman tidak me lne ltapkan 

batas te lrtinggi dan re lndah untuk hukuman de lnda ini.
50

 

3.  Hukuman nasihat, se lpe lrti hukuman pe lringatan dan 

dihadirkan di de lpan sidang pe lngasdilan, dite lrapkan pada 

                                                           
49 Alie Yafi, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, hlm. 84 
50 Ahad Jazuli, fiqih jinayah, hlm. 209 
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melre lka yang me llakukan pe llanggaran kare lna ke llalaian 

daripada ke lbiasaan. 

4. Pelngucilan, hukuman takzir be lrupa pe lngucilan ini 

dibe lrlakukan apabila me lmbawa ke lmaslahatan se lsuai 

delngan ko lndisi dan situasi masyarakat te lrse lbut. 

5.  Pelme lcatan (Al-„azl), hukuman ini adalah me llarang 

selse lo lrang dari pe lke lrjaannya dan me lmbe lrhe lntikannya dari 

tugas atau jabatan yang dimilikinya. 

6.  Melngumumkan Ke lsalahan Se lcara Te lrbuka (Tasyhir) 

adalah me lngumumkan ke lsalahan pe llaku ke lpada 

masyarakat umum me llalui me ldia massa, te lrmasuk 

pelnayangan gambar atau wajah pe llaku di layar te lle lvisi. 

2. Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Islam 

Kajian fiqh Islam me lnye lbut ko lrban selbagai al-

majniy„alaih yaitu Hak-hak hidup, hak milik, hak ke lamanan, 

hak ke lho lrmatan, dan hak ke lturunan dibelrikan olle lh Allah SWT 

untuk dilindungi..
51

 

Dalam khazanah fiqih jinayah (hukum pidana 

Islam), ko lnse lp pe lrlindungan ko lrban tindak pidana tidak 

                                                           
51 Syekh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 86 

<https://opac.perpusnas.go.id/ResultListOpac.aspx?pDataItem=Abdul 

Rochim C.N&pType=Author&pLembarkerja=-1&pPilihan=Author>. 
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dibahas se lcara khusus. Dalil-dalil yang me lndolrolng manusia 

untuk be lrbuat baik te lrhadap se lsama biasanya digunakan saat 

be lrbicara te lntang pe lrlindungan ko lrban.
52

 Dalam hukum pidana 

Islam, pe lrlindungan ko lrban hanya be lrlaku untuk tindak pidana 

pe lmbunuhan dan pe lnganiayaan yang me lnggunakan ko lnse lp 

diyat. 

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), ko lrban 

se lbagai o lrang yang te llah dirugikan o lle lh tindak pidana, 

me lmiliki hak yang le lbih te lrjamin. Ini be lrbe lda de lngan hukum 

polsitif Indo lne lsia. Te lntu saja, hal ini harus diimbangi de lngan 

tanggung jawab yang harus dipe lnuhi. Kare lna dalam fiqh 

jinayah, me lskipun me lrupakan hukum pidana, siste lm 

pe lradilannya mirip de lngan siste lm pe lradilan pe lrdata. Hakim 

tidak hanya be lrfungsi se lbagai wasit, te ltapi juga se lbagai juri. 

Dalam hukum Islam, ada dua je lnis hukuman atas tindak 

pidana: Qishas juga dike lnal se lbagai diyat jika tindakan itu 

diselngaja dan diyat jika tindakan itu dilakukan de lngan salah. 

Hakim tidak bo lle lh me lnurunkan, me lnambah, atau me lngganti 

hukuman de lngan hukuman yang lain dalam hal ini. Se llain itu, 

pe lnguasa tidak bo lle lh me lngampuni tindak pidana atau 

                                                           
52 Vivi Ariyanti, „Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam‟, Al-Manahij: 

Jurnal Kajian Hukum Islam, 13.1 (2019), 33–48 (p. 42)  
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hukuman te lrse lbut. Selme lntara hukum Islam me llarang 

pe lnguasa me lmbe lrikan pe lrmaafan atau pe lngampunan ke lpada 

me lrelka yang me llakukan pe llanggaran, ko lrban atau ahli waris 

me lrelka diizinkan untuk me lmaafkan pe llaku yang me llakukan 

pe llanggaran. Jika ko lrban atau ahli waris me lmaafkan pe llaku 

atas tindak pidana yang dise lngaja, ke lwajiban qisas digantikan 

de lngan pe lmbayaran diyat.
53

 

Be lbe lrapa ke lte lntuan hukum Islam dapat digunakan 

untuk me llindungi ko lrban. Dalam agama Islam, martabat 

manusia, hak hidup, dan hak-hak yang dibe lrikan ke lpadanya 

diutamakan. Hal ini se lsuai de lngan tujuan utama ajaran Islam, 

yaitu raḥmatan lil „ālamīn, yang be lrarti bahwa ke lse llamatan 

dan ke lse ljahte lraan adalah ke lbutuhan utama bagi e lksiste lnsi 

manusia di Bumi. 

Allah SWT te llah me lme lrintahkan untuk 

me lngho lrmati ke lhidupan manusia, yang me lrupakan salah satu 

tujuan utama dari lima tujuan syari'at Allah SWT, maqāṣid al-

syarī'ah yang melncakup hal-hal be lrikut:
54
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Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia‟, Al-Qisthas, 9.Korban 
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1. Hifz al-din, atau jaminan hak untuk me lnjalankan agama 

dan ke lyakinan. Me lmbe lrikan jaminan ke lpada umat islam 

untuk me lmpe lrtahankan agama dan ke lyakinan me lre lka. 

Islam juga me llindungi se lpe lnuhnya ke llolmpo lk agama lintas 

eltnis, se lhingga me lmbe lrikan ke lbe lbasan agama. 

2. Hifz al-nafs, yang be lrarti jaminan hak hidup, yang 

mellindungi hak se ltiap jiwa manusia untuk be lrke lmbang dan 

belrke lmbang se lcara wajar. Dalam hal ini Islam me lnuntut 

keladilan, yaitu hak untuk me lmiliki ke lme lrde lkaan dan be lbas 

dari ke lke lrasan dan o ltolritas. 

3. Hifz al-„Aql, yang be lrarti pe lrlindungan atas ke lse lhatan akal 

pikiran, ke lbe lbasan untuk be lrkre lasi, dan ke lbe lbasan untuk 

melnge lluarkan pe lndapat (o lpini). Dalam hal ini Islam 

mellarang pe lngrusakan akal dalam be lntuk pe lnyiksaan, 

alkolho ll daln lain se lbagainya. 

4. Hifz al-Nasl, yang be lrarti privasi dan pe lrlindungan pro lfe lsi 

jaminan masa de lpan, dan ke lse llamatan bagi ke lturunannya 

(anak-anaknya). Me lnurut syara', se lks be lbas, zina, dan 

holmo lse lksual adalah haram kare lna be lrte lntangan de lngan 

hifz al-nasl. 
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5. Hifz al-Mal, yang be lrarti jaminan ke lpe lmilikan harta be lnda; 

dan me llarang me lngambil hak o lrang lain dari harta me lre lka, 

selpe lrti mo lnolpolli, me lncuri, ko lrupsi, dan se lbagainya. 

Ke lte lntuan dalam hukum pidana Islam, tidak ada 

aturan fo lrmal yang me lne lntukan te lntang apa yang harus 

dilakukan untuk me llindungi ko lrban, te ltapi itu adalah diskusi 

yang umum te lntang tujuan hukum (al-maqasid al-syariah). 

Dalam me lnye lle lsaikan masalah ke lagamaan, ke lbanyakan olrang 

masih me lnggunakan fiqh klasik. Se lbe lnarnya, me lrujuk fiqih 

klasik tidak salah te ltapi munculnya masalah baru harus 

diimbangi de lngan se lmangat me lnggali hukum Islam yang 

dapat me lngikuti pe lrke lmbangan zaman. Me lnurut pe lne llitian 

fiqih, tidak ada hukum yang abadi ke lcuali didasarkan pada 

bukti yang qath'i.
55

 Se lbe lnarnya, masalah ko lrban ini bukanlah 

hal baru. Namun, ada be lbe lrapa hal yang kurang dipe lrhatikan 

atau diabaikan, se lhingga se lollah-ollah me lre lka tidak dibahas 

dalam kasus tindak pidana. Me lngawasi tindak pidana harus 

dilakukan se lcara pro lpolrsio lnal, de lngan me lmpe lrtimbangkan 

kolntribusi ko lrban. Baik dalam ke ladaan sadar maupun tidak 

                                                           
55 Anis Fittria, „Social Entrepreneurship Dalam Perspektif 

Maqashid Alsyariah‟, Iqtisad, Vol 4 No.1 (2007), p. 6. 
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sadar, se lcara langsung maupun tidak langsung, ko lrban dapat 

me lmainkan pe lran fungsio lnal dalam te lrjadinya tindak pidana.
56

 

Kolrban adalah salah satu e llelme ln yang se lring 

diabaikan dalam pe lngadilan tindak pidana. Kolrban selring 

dilupakan. Melskipun delmikian, ko lrban adalah pihak yang 

paling dirugikan dan me lnde lrita akibat tindak pidana. Hukum 

Pidana Islam adalah cara untuk me lne lgakkan ke ladilan, 

selhingga apabila kita me llihat masalah tindak pidana me lnurut 

prolpolrsi yang se lbelnarnya dalam belrbagai dime lnsi, kita harus 

me lmpelrtimbangkan pelran ko lrban (kolrban) dalam timbulnya 

tindak pidana. 

3. Pemikiran Tokoh Hukum Pidana Islam Terhadap Korban 

Salah Tangkap 

Islam adalah agama yang dibawa o lle lh Nabi 

Muhammad SAW, utusan Allah SWT, dan me lmiliki pe ltunjuk 

yang be lrtujuan untuk me lmbimbing manusia ke l arah ke lbaikan 

baik di dunia maupun di akhirat. Se lbagai agama rahmatan li 

al-„alamin, Islam me lngajarkan manusia untuk me lnciptakan 

ke lselimbangan dalam hidup me lre lka de lngan 

me lmpelrtimbangkan se lgala hak dan ke lwajiban asasinya untuk 

me lmelnuhi tujuan syariat yang me lngarah pada ke lbaikan. 

                                                           
56 Ariyanti, p. 44. 
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Syariat Islam unik kare lna sifatnya yang humanis. Islam 

dibawa untuk me lngangkat martabat dan ke lho lrmatan manusia. 

Kare lna manusia adalah makhluk-Nya yang mulia dan 

te lrpe llihara. 

Se llain me llanggar hukum, ke ljahatan juga 

me lrupakan salah satu be lntuk pe lncide lraan te lrhadap hak asasi 

manusia o lrang lain dan be lrte lntangan de lngan nilai-nilai mo lral. 

Syariat Islam me lmpe lrhatikan se ltiap manusia, fisik, me lntal, 

dan ruh, se lbagai ajaran yang be lnar. Syariat me lnuntut se lluruh 

anggolta masyarakat untuk me lngolntro ll nafsu yang me lndolrolng 

pe lrbuatan ke lji dalam kasus ke lsalahan pe lnangkapan. 

Pe lncapaian tujuan hukum Islam atau maqasid al-

shariah, adalah dasar untuk pe lrlindungan hukum bagi ko lrban 

tindak pidana. Tujuan-tujuan ini te lrdiri dari pe lrlindungan 

agama (hifz al-din), pe lrlindungan jiwa (hifz al-nafs), 

pe lrlindungan akal (hifz al-„aql), pe lrlindungan ke lturunan (hifz 

al-nasl), dan pe lrlindungan harta (hifz al-mal).  

Tolkolh-tolkolh Islam me lmbe lrikan pe lrspe lktif te lntang 

masalah ko lnte lmpolre lr dalam studi Islam, salah satunya 

be lrkaitan de lngan tindak pidana salah tangkap yang marak 

se lkarang ini.  
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Pemikiran Abdul Qadir Audah 

Abdul Qadir Audah yang lahir pada 1906 M/1374 

H., dike lnal se lbagai se lolrang hakim, ahli hukum, mujahid, dan 

da„i. Be lliau me llakukan suatu te lrolbolsan be lsar me lne lmbus 

siste lm hukum ko lnve lnsiolnal de lngan hujjah-nya yang tajam dan 

pikiran yang ce lme lrlang. Be lliau be lrupaya me lnjadikan syariat 

Islam se lbagai sandaran hukum ko lnve lnsiolnal. 

Abdul Qadir Audah me lnamatkan pe lndidikannya di 

Fakultas Hukum Unive lrsitas Kairo l, Me lsir pada 1930 de lngan 

pre ldikat mahasiswa te lrbaik. Se lbagai mahasiswa, ia dike lnal 

se lbagai so lsolk yang bisa me lnjaga diri dari pe lngaruh buruk 

pe lrgaulan, te lrutama mo lde ll pe lrgaulan yang te llah te lrpe lngaruh 

budaya Barat yang waktu itu ke lrap dialami o lle lh para pe lmuda 

dan mahasiswa. 

Be lliau juga se lo lrang pe lnulis, dan dia te llah me lnulis 

banyak buku, te lrutama yang be lrkaitan de lngan hukum dan 

ke ltatane lgaraan. Se lbuah buku yang luas be lrjudul "E lnsiklo lpe ldia 

Hukum Pidana Islam", yang me lrupakan te lrje lmahan dari buku 

te lrse lbut, adalah salah satu karya be lliau yang sangat luar biasa 

dan sangat po lpule lr di dunia Islam de lwasa ini. De lngan buku 

“at-Tasyrȋ‟ al-Jinȃ‟i al-Islȃmiy; Muqȃranan bi al-Qȃnȗn al-
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Wadh‟iy” dan te llah disalin ke l dalam be lrbagai bahasa dan 

dipe llajari di Pe lrguruan-pe lrguruan Tinggi.
57

 

Pe lmikiran Abdul Qadir Audah te lrhadap tindak 

pidana salah tangkap yaitu me lne lkankan pe lntingnya 

me llindungi hak-hak individu, te lrmasuk ko lrban yang 

me lngalami salah tangkap. Ia juga me lmandang bahwa se ltiap 

olrang me lmilki hak tas ke lbe lbasan, ke lholrmatan, se lrta ke ladilan. 

Dalam ko lnte lks tindak pidana, Abdul Qadir Audah be lrupaya 

me lncapai ke lse limbangan antara hak-hak individu dan 

ke lpelntingan masyarakat dalam pro lse ls hukum yang be lrjalan 

de lngan adil dan prolpolrsio lnal. 

  

                                                           
57 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, terj, 

Ahsin Sakho Muhammad, dkk., (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. IX. Lihat 

juga, Harry Mohammad, Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 145-156 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KASUS-KASUS KORBAN TINDAK 

PIDANA SALAH TANGKAP DI INDONESIA 

 

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kasus 

Salah Tangkap 

Kasus salah tangkap te lrmasuk pe llanggaran HAM 

yang sistelmatis dan sangat selrius. Karelna itu, pelnanganannya 

harus luar biasa. Melnurut HAM, se ltiap olrang be lrhak atas 

pe lrlakuan yang adil, telrlelpas dari ke lsalahannya. Sellama bellum 

ada kelputusan pelngadilan, selselolrang harus dipelrlakukan 

selbagai o lrang yang tidak be lrsalah bahkan jika ada bukti yang 

me lnunjukkan bahwa dia belrsalah. 

Jika anggo lta Po llri me llakukan pe llanggaran dalam 

me lnjalankan tugasnya selbagai pelnelgak hukum, me lre lka akan 

dimintai pelrtanggungjawaban selcara hukum be lrdasarkan ko lde l 

e ltik, hukum pe lrdata, dan hukum pidana. 

Pe lnyidik ke lpo llisian dibe lri welwe lnang untuk 

me llakukan pe lnangkapan telrhadap selselolrang yang diduga 

be lrsalah, selpelrti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (d) 

KUHAP. Pelnangkapan ini dilakukan be lrdasarkan bukti 

pe lrmulaan yang cukup, me lnurut Pasal 17 KUHAP. Pasal ini 
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me lnunjukkan bahwa pe lnyidik ke lpollisian tidak dapat 

me llakukan pelnangkapan selcara selwe lnang-we lnang. Ini 

me lnunjukkan bahwa pelnyidik se ltidaknya me lmiliki dan 

me lmelgang barang bukti, me lne lmukan barang curian pada 

selselolrang, atau me lmiliki saksi.
58

 

Kelsalahan yang dilakukan o llelh anggo lta ke lpollisian 

dalam hal pelnangkapan me lmpunyai belbe lrapa faktolr pe lnye lbab. 

Salah satunya ialah pellaksanaan hukum acara pidana 

Indolne lsia (KUHAP) yang kurang diiringi delngan se lmangat 

satu sistelm telrpadu ollelh pe lnelgak hukum. Me lskipun fungsi, 

tugas, dan welwe lnang pe lne lgak hukum dibagi se lcara prinsip, 

pe llaksanaan tugas ini me lmbutuhkan ke lrja sama dan ko llabolrasi 

antar instansi pelnelgak hukum.
59

 

Salah tangkap juga dapat te lrjadi karelna kurangnya 

infolrmasi. Telrkadang masyarakat me lmbe lri tahu pollisi bahwa 

                                                           
58 Jordy Moritz, “Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal 

Terjadi Kesalahan Penangkapan”, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III/No. 

1/Jan-Mar/2015, h.154. 
59 Fakhrurrozi, “Pencemaran Nama Baik Akibat Salah 

Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif),(Skripsi), 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

2010. 
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selselolrang yang ditangkap bukan o lrang yang be lrsalah, 

selhingga me lre lka langsung dibelbaskan seltellah dipelriksa.
60

 

Se lbagai akibat dari kurangnya pro lfelsiolnalisme l dan 

kine lrja aparat hukum, banyaknya kasus salah tangkap tidak 

dapat dipungkiri antara lain: 

a. Le lmah te lrhadap pelngawasan dan sumbelr daya manusia di 

antara aparat hukum Indo lne lsia. 

b. Prolse ls relvisi undang-undang yang me lmpro lte lksi hak asasi 

manusia dalam prolse ldur acara (KUHAP) dan KUHP yang 

telrtunda; dan 

c. Karelna kurangnya pellaksanaan kolnve lnsi me lne lntang 

pe lnyiksaan yang tellah diratifikasi me llalui Undang-Undang 

Nol. 5 Tahun 1998, banyak kasus salah tangkap telrjadi.
61

 

Be lbelrapa faktolr yang dapat me lnye lbabkan 

pe lnangkapan selselolrang yang diduga me llakukan tindak pidana 

adalah selbagai belrikut:
62

 

 

a. Faktolr elkste lrnal me lliputi: 

                                                           
60 Brigadir Ori Sativa, Subdit Wabprof Program dan 

Pengamanan Polda Aceh, wawancara 05 Juli 2019. 
61 Fakhrurrozi, “Pencemaran Nama Baik Akibat..,”h. 78 
62 Andrian Umbu Sunga, “Tinjauan Terhadap Pemulihan 

Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyelidik Kepolisian”, 

(Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016 



61 
 

1.     Kolrban yang salah atau ke ltelrangan saksi. 

2.    Pellaku ke lmbar idelntik. 

3. Tindakan yang kurang pro lfelsiolnal dalam 

me lnde lte lksi ke ljahatan, me lngide lntifkasi ko lrban, 

telrsangka dan ko lrellasinya se lcara lelbih kolmpre lhe lnsif. 

b. Faktolr intelrnal me lliputi: 

1.  Prolse ls ge lrak ke lrja yang sangat ko lmple lks. 

2. Telrbatasnnya sumbe lr daya manusia yang 

me lnangani. 

3.   Prolse ls pelnyidikan yang sangat sulit. 

4.   Pe lnuntutan kasus untuk dise llelsaikan delngan 

celpat. 

De lngan de lmikian, pe lnyidik ke lpollisian yang 

be lrtanggung jawab atas pe lnangkapan tidak se lpe lnuhnya 

be lrtanggung jawab atas se lmua ke lsalahan yang telrjadi dalam 

kasus pelnangkapan. Namun, fakolr intelrnal pelnye lbab salah 

tangkap utama te llah diatasi delngan lelbih baik. Untuk 

me lnghindari ke lke lliruan dalam me lnge lnali selselolrang yang 

dapat disellamatkan, pihak e lkste lrnal akan lelbih baik jika 

pe lnyidik telrlelbih dahulu me lmastikan bahwa infolrmasi atau 

idelntitas telrduga be lrsalah yang dibe lrikan masyarakat itu 

be lnar. 
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B. Contoh Kasus Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah 

Tangkap di Indonesia 

Salah satu kasus yang me lncuri banyak pe lrhatian, 

adalah kasus salah tangkap yang me llibatkan se lolrang yang 

be lkelrja se lbagai marbo lt atau pe ltugas ke lbe lrsihan se lbuah masjid 

di Balaraja, Kabupate ln Tange lrang. 

Dalam kasus ini Mbah O lman yang me lrupakan 

se lolrang marbo lt se lbuah masjid te lrse lbut tiba tiba diringkus o lle lh 

se lgelrolmbo llan o lrang yang me lngaku pollisi pada Se llasa, 22 

Agustus 2017 pukul 09.00 WIB. O lman se lmpat be lrolntak dan 

me lnyakan ke lpada po llisi te lntang pe lrihal ke lsalahan apa yang 

dipe lrbuatnya se lhingga ia ditangkap. Ke lmudian salah satu 

anggolta po llisi yang be lrpakaian pre lman me lngge lrtak o lman dan 

me lngatakan bahwa o lman te lrlibat pe llaku pe lrampolkan. Olman 

yang tidak me lrasa me llakukan hal itu lantas me lnge llak kare lna 

tuduhan itu sangat se lrius dan bukan main-main. Apalagi 

tuduhan yang ditujukan pada o lman te lrse lbut dilakukan di 

lolkasi yang jauh dari te lmpat tinggalnya. Po llisi me lngatakan, 

pe lristiwa pe lrampolkan yang dituduhkan Olman te lrjadi di Dusun 

V Do lro lwati, De lsa Pe lnagan Ratu, Ke lcamatan Abang Timur, 

Kabupate ln Lampung Utara. Te lpatnya di rumah Budi Yuswo l 

Santolsol atau Haji Nanang di Dusun V do lrolwati pada Minggu, 
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11 Juni 2017, dini hari pukul 02.00 WIB. Pada saat itu rumah 

Budi di rampo lk olle lh ko lmploltan maling yang be lrjumlah 8 

olrang dan diduga me lmbawa se lnjata api. Se lmua pe lnghuni 

rumah tidak be lrkutik se lhingga ko lmploltan maling me lmbawa 

kabur uang Rp 60 juta, do lmpe lt kulit be lrwarna co lklat be lrisi 

ATM BRI, ATM BNI, ATM DANAMO lN, se lrta do lkume ln 

pe lnting lainnya dan 3 buku BPKB ke lndaraan ro lda e lmpat milik 

kolrban. Se lte llah me llakukan aksinya ko lmplo ltan pe lrampolk 

kabur dan be lrpe lncar hingga po llisi me lmburu me lre lka ke l 

Tange lrang. Mbah o lman pun di tangkap dan dibawa ke l Pollse lk 

Balaraja dan Po llda Bante ln ke lmudian dige llandang ke l Pollrels 

Lampung Utara. Ko lrban dianggap me llakukan pe lrampolkan 

be lselrta te ltangga yang be lrnama Abdul Ghani baru dua bulan 

tinggal di ko lntrakan tak jauh dari te lmpat tinggal O lman di 

Balaraja yang me lrupakan salah satu pe llaku pe lrampolkan 

te lrse lbut diatas. Se ljumlah o lknum po llisi Re lskrim Po llrels 

Lampung Utara yakin O lman me lrupakan bagian dari 

kolmploltan Abdul Ghani se lhingga o lman dibawa ke l se lbuah 

pe lrke lbunan dan me lngalami se ljumlah pe lnyiksaan agar 

me lngakui tuduhan te lrse lbut. Bahkan salah satu o lknum anggolta 

pollisi me lne lmbakan pe lluru nya ke l bagian kaki dan akhirnya 



64 
 

kare lna takut nyawanya me llayang, o lman pun te lrpaksa 

me lngakui apa yang dituduhkan ke lpada dirinya.
63

 

Kolrban dianggap me llakukan dan te lrlibat dalam 

pe lrampo lkan dalam kasus ini, yang me lnye lbabkan kolrban 

ditangkap dan dipaksa me lngakui pe lrbuatannya. Se lbagaimana 

te lrcantum dalam pe ltikan pe lne ltapan No l. 

1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu, Maje llis Hakim Pe lngadilan Ne lge lri 

Koltabumi akhirnya me lmutuskan Olman Abdurro lhman, juga 

dike lnal se lbagai Mbah Olman, tidak be lrsalah dan tidak te lrbukti 

be lrsalah atas kasus pe lrampo lkan yang dituduhkannya pada 4 

Juni 2018.  

Se llain kasus salah tangkap diatas be lrikut, pe lnulis 

juga me lrangkum kasus salah tangkap yang se lmpat viral 

be lbelrapa tahun yang lalu. Pe lristiwa kasus salah tangkap yang 

me llibatkan 4 anak pe lngame ln cipulir pada juli 2013 di Jakarta. 

Kele lmpat anak telrselbut dituduh me lmbunuh selsama 

pe lngame ln anak kare lna be lrelbut lapak me lngame ln. Melre lka 

ditangkap tanpa bukti yang sah se lcara hukum dan, sellama 

be lrada di dalam tahanan ke lpollisian, me lrelka dipaksa me lngaku 

de lngan cara yang me lnyiksa. Kelelmpat anak telrselbut ke lmudian 

                                                           
63 https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20240112/Kisah-

OmanKorbanSalah-Tangkap-Polisi/ 

https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20240112/Kisah-OmanKorbanSalah-Tangkap-Polisi/
https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20240112/Kisah-OmanKorbanSalah-Tangkap-Polisi/
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diajukan ke l pe lngadilan o lle lh Keljaksaan Tinggi DKI Jakarta 

de lngan pelngakuan dan "ske lnariol" yang me lre lka buat telntang 

bagaimana me lre lka dipelnjara. 

Di pelrsidangan, akhirnya te lrungkap bahwa ko lrban 

yang te lwas bukanlah pe lngameln dan pelmbunuh kolrban 

bukanlah me lre lka. Me lrelka akhirnya dinyatakan tidak be lrsalah 

ollelh Mahkamah Agung me llalui Putusan Nolmolr 131 

PK/Pid.Sus/2016 seltellah me llalui pelrsidangan yang panjang 

dan pelnuh delngan salah putus. Melrelka dipelnjara sellama tiga 

tahun atas pelrbuatan yang tidak pe lrnah me lrelka lakukan. 

Be llum lagi pelnyiksaan yang me lre lka alami dari pihak 

ke lpollisian, telrmasuk dipukuli, ditelndang, diseltrum, dan 

be lrbagai belntuk pelnyiksaan lainnya. 

Dalam me lmpe lrtimbangkan ke lputusan Pelninjauan 

Kelmbali, Mahkamah Agung me lnyatakan “Bahwa alasan 

pe lnyiksaan, tidak ada pe lndampingan pelnasihat hukum 

selhingga keltelrangan telrse lbut telrpaksa dikarang dan tidak 

selsuai delngan fakta dapat dibelnarkan karelna para telrpidana 

masih anak-anak yang gampang untuk ditakut-takuti dan tidak 

ada saksi lain yang me lndelngar selndiri, me llihat selndiri, atau 

me lrasakan selndiri pada saat keljadian. Ollelh karelna itu tidak 
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dipelrolle lh bukti yang cukup untuk melnyatakan para telrpidana 

selbagai pellaku tindak pidana pelmbunuhan telrhadap kolrban”. 

De lngan putusan telrselbut, anak-anak yang se lkarang 

de lwasa me lngajukan pelrmo lholnan prapelradilan ganti ke lrugian 

telrhadap Kelpollisian Relpublik Indo lne lsia, Keljaksaan Tinggi 

DKI Jakarta dan Kelme lnte lrian Keluangan Re lpublik Indo lnelsia. 

Pe lradilan ini adalah yang ke ldua se ltellah Pelngadilan Ne lge lri 

Jakarta Sellatan me lmbe lrikan ganti rugi ke lpada Androl dan 

Nurdin, ke ldua telrdakwa lainnya yang saat itu sudah de lwasa. 

Dalam ke lputusan Nolmolr 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sell, 

Pe lngadilan Nelge lri Jakarta Sellatan me lne ltapkan kolmpe lnsasi 

selbelsar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh elnam juta rupiah) atas 

pe lnyiksaan dan pelnahanan sellama tujuh bulan. Pelngadilan 

Tinggi DKI Jakarta tellah me lmbe lbaskan dua olrang delwasa 

yang dituduh me lmbunuh be lrsama me lre lka pada 5 Marelt 2014 

de lngan putusan Nolmolr 50/PID/201/PT.DKI. 

C. Contoh Upaya Hukum Penyelesaian Kasus Terhadap 

Korban Salah Tangkap di Indonesia 

Selcara nolrmatif, upaya hukum harus dilakukan 

ollelh kolrban salah tangkap supaya hak-hak kolrban salah 

tangkap tidak telraniaya selrta pihak yang mellakukan 

kelsalahanpun dapat melndapat ganjaran atas pelrbuatannya. 
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Untuk melnghindari tidak adanya undang-undang 

khusus yang mellindungi kolrban salah tangkap, kita harus 

melngikuti aturan upaya hukum yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: 

1. Upaya Hukum Biasa 

Banding dan Kasasi adalah dua tindakan hukum 

yang telrmasuk dalam upaya hukum umum ini. Banding adalah 

tindakan hukum yang dilakukan ollelh telrdakwa atau kuasa 

hukumnya karelna tidak puas telrhadap kelputusan Pelngadilan 

Nelgelri atau Pelngadilan Tingkat Pelrtama, yang aturannya 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

Pasal 233 hingga 243. 

Apabila telrdakwa atau kuasa hukumnya tidak puas 

telrhadap kelputusan Pelngadilan Tinggi atau Pelngadilan 

Tingkat Kel-2, melrelka dapat melngajukan kasus telrhadap 

Mahkamah Agung. Prolsels ini diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam Pasal 244 

hingga 258 (b). 

 

2. Upaya Hukum Luar Biasa 

Masalah pelninjauan kelmbali telrmasuk dalam hal 

ini. Pelninjauan kelmbali adalah upaya hukum luar biasa yang 

belrtujuan untuk melmpelrbaiki kelsalahan atau kelkelliruan 

putusan Pelngadilan tingkat yang lelbih relndah ollelh Pelngadilan 
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yang lelbih tinggi, di mana kelsalahan atau kelkelliruan telrselbut 

melrupakan sifat manusia, telrmasuk hakim yang melmelriksa 

dan melngadili pelrkara. Undang-undang melmbelrikan 

kelselmpatan dan sarana bagi para pelncari keladilan untuk 

melmpelrollelh keladilan delngan melnyadari kelmungkinan adanya 

kelsalahan atau kelkelliruan telrselbut. 

Jika ada bukti baru (nolvum) yang melnunjukkan 

bahwa telrdakwa atau telrpidana tidak belrsalah atau bahwa ada 

kelsalahan dalam putusan Mahkamah Agung yang tellah 

belrkelkuatan hukum teltap atau incracht, Pelninjauan Kelmbali 

dapat diajukan. Namun, pelrlu diingat bahwa upaya Pelninjauan 

Kelmbali tidak melnghelntikan atau melnunda elkselkusi putusan 

yang tellah incracht. 

 

3. Pra Pelradilan 

Melnurut Pasal 1 huruf 10 Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana, prapelradilan adalah tugas Pelngadilan 

Nelgelri untuk melmelriksa dan melmutuskan hal-hal belrikut: 

a. Sah atau tidaknya pelnangkapan dan pelnahanan atas 

pelrmintaan telrsangka, kelluarganya, pihak lain atau 

kuasanya; 

b. Sah atau tidaknya pelnghelntian pelnyidikan atau pelnuntutan 

untuk melnjaga hukum dan pelngadilan; 



69 
 

c. Sah atau tidaknya pelrmintaan telrsangka, kelluarganya, atau 

pihak lain atas kuasanya untuk ganti kelrugian atau 

relhabilitasi yang prkaranya tidak diajukan kel pelngadilan. 

 

Melnurut Kelputusan Melntelri Kelhakiman Relpublik 

Indolnelsia Nolmolr M.01.PW.07.03 Tahun 1982, prapelradilan 

juga dapat dilakukan atas tindakan pelnyitaan yang tidak 

melmiliki alat bukti, atau selselolrang yang dikelnakan tindakan 

lain tanpa alasan yang sah karelna kelkelliruan olrang atau 

hukum yang belrlaku.  

Bab XII Bagian Kelsatu dari Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana melngatur pelnggantian kelrugian. Dalam 

Pasal 1 butir 22, dipelrhatikan bahwa hak selselolrang untuk 

melndapatkan pelmelnuhan atas tuntutannya delngan imbalan 

uang karelna ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan yang 

belrdasarkan undang-undang, karelna kelkelliruan olrang telrselbut, 

atau karelna hukum yang ditelrapkan melnurut cara yang diatur 

ollelh undang-undang ini. 

Dijellaskan dalam pasal di atas bahwa ganti rugi 

adalah alat pelmelnuhan untuk melngganti kelrugian yang 

diselbabkan ollelh upaya paksa yang tidak belrdasar hukum yang 

melnyelbabkan kelhilangan kelbelbasan. Sangat wajar jika nelgara 

belrtanggung jawab untuk melmbayar ganti rugi karelna upaya 

paksa telntu dilakukan ollelh aparat hukum nelgara. Namun, 
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pihak-pihak yang melmiliki hak untuk melngajukan upaya pra 

pelradilan untuk melnelntukan lelgalitas upaya paksa adalah 

selbagai belrikut: 

1. Telrsangka 

2. Kelluarga telrsangka 

3. Ahli waris telrsangka 

4. Kuasa hukum telrsangka 

5. Pihak keltiga yang belrkelpelntingan. 

 

Kasus yang pelrnah telrjadi di Kelcamatan Balaraja, 

melrupakan kisah nyata tindak kelkelrasan aparat pelnelgak 

hukum dalam mellakukan prolsels pelnyidikan telrhadap 

telrsangka pelncurian, Sellasa, 22 Agustus 2017 Selkitar jam 

09.00 WIB, belrtelmpat di Balaraja, tellah dilakukan 

pelnangkapan telrhadap mbah Olman. Tindakan pelnangkapan 

yang dilakukan ollelh anggolta Pollselk Balaraja yang tidak 

melmiliki Surat Tugas dan tidak melmbelrikan Surat Pelrintah 

Pelnangkapan, selrta melnoldolngkan pistoll dan melnelmbakan satu 

pelluru yang melngelnai lutut Mbah Olman. Karelna itu, tindakan 

telrselbut mellanggar pelrsyaratan: 

1. Undang-Undang Nolmolr 8 Tahun 1981 Telntang Kitab 

UndangUndang Hukum Acara Pidana Pasal 18 ayat (1) yaitu:  

Peltugas Kelpollisian Nelgara Relpublik Indolnelsia 

mellakukan pelnangkapan delngan melmpelrlihatkan surat tugas 
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dan melmbelrikan Surat Pelrintah Pelnangkapan kelpada 

telrsangka, yang melncantumkan idelntitas telrsangka, alasan 

pelnangkapan, dan uraian singkat telntang keljahatan yang 

dipelrsangkakan selrta lolkasi pelnangkapan. 

Pasal 18 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, “Telmbusan Surat Pelrintah Pelnangkapan selbagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) harus dibelrikan kelpada kelluarganya 

selgelra seltellah pelnangkapan dilakukan”. 

 

2. Pelraturan Kelpala Kelpollisian Nelgara Relpublik Indolnelsia 

Nolmolr 12 Tahun 2009 Telntang Pelngawasan Dan 

Pelngelndalian Pelnanganan Pelrkara Pidana Di Lingkungan 

Kelpollisian Nelgara Relpublik Indolnelsia (Pelrkap Nolmolr 12 

Tahun 2009) Pasal 70 ayat 2 melnyatakan bahwa “Seltiap 

tindakan pelnangkapan wajib dilelngkapi Surat Pelrintah Tugas 

dan Surat Pelrintah Pelnangkapan yang sah dan dikelluarkan 

ollelh atasan pelnyidik yang belrwelnang”. 

 

Melngelnai pelnyellelsaian kasus kolrban salah tangkap 

telrhadap mbah Olman yaitu delngan melngajukan Pra Pelradilan 

yang akhirnya bisa di melnangkan dalam pelrsidangan telrselbut 

dan melndapatkan ganti rugi selbelsar Rp 220 juta pada hasil 

prapelradilan yang diajukan pada tanggal 17 Juni 2019 di 

Pelngadilan Nelgelri Koltabumi, Lampung Utara. 
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Dalam salinan kelputusan sidang prapelradilan 

delngan nolmolr 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu, dinyatakan bahwa 

pelmolholn Olman Abdurolhman, juga dikelnal selbagai Mbah 

Olman bin Kasnan, mellawan telrmolholn I dan II, yaitu 

Pelmelrintah Relpublik Indolnelsia, Pollda Lampung, Pollrels 

Lampung Utara, Pollselk Abung Timur, Keljagung Relpublik 

Indolnelsia, Keljati Lampung, dan Keljari Lampung Utara, 

melmelnangkan pelrsidangan. Sellain itu, kelputusan telrselbut 

melneltapkan bahwa telrmolholn I dan II harus melmbayar 

kelrugian yang dialami Mbah Olman selbelsar Rp 220 juta dalam 

belntuk barang dan jasa. 
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BAB IV 

ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN SALAH 

TANGKAP MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM 

PIDANA ISLAM 

A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak 

Pidana Salah Tangkap Menurut Hukum Positif 

Banyak tindak pidana yang te lrjadi di Indo lne lsia, 

telrmasuk salah tangkap atau ke lsalahan pada olrang lain, 

selmakin banyak te lrjadi di telngah molbilitas masyarakat yang 

selmakin luas di Indo lne lsia. Bahkan, se lringkali salah tangkap 

me lnimpa o lrang yang sama selkali tidak me lnge ltahui pe lristiwa 

tindak pidana. Kolrban salah tangkap, di sisi lain, dipaksa 

untuk me lngakui tindakan yang diduga dilakukan te lrhadapnya. 

Agar tindakan hukum dapat belrjalan selsuai aturan, 

prolseldur pelnangkapan telrhadap telrsangka atau pellaku tindak 

pidana dalam KUHAP me lmiliki prolse ldur olpelrasiolnal standar 

(SOlP) telrtelntu. Banyak pe lndapat akan muncul jika pe lnelgak 

hukum dalam kasus ini tidak me lngikuti prolseldur hukum acara. 

Ada aturan atau ellelme ln yang harus dipelrhatikan ollelh pe lnelgak 

hukum saat me lrelka me lnangkap o lrang yang diduga me llakukan 

pe llanggaran pidana. karelna se lmua warga dilayani de lngan cara 

yang sama di mata hukum. Hak te lrsangka untuk me lmpelrollelh 
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pe lrlakuan manusiawi adalah co lntolh ke lcil dari ellelme ln yang 

sangat pelnting. 

Bab V Bagian Satu, Pasal 16 hingga 19 dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana belrfungsi selbagai dasar 

untuk prolsels pelnangkapan.
64

 

Prolse ldur pelrtama untuk me llakukan pe lnangkapan 

diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, yaitu: 

1. Pelnyidik me llakukan pe lnangkapan atas pelrintah pelnyidik 

be lrwelnang  

2. Pelnyidik dan pelmbantu belrwe lnang me llakukan pe lnangkapan 

untuk ke lpe lntingan pelnye llidikan.  

Kasus salah tangkap telrmasuk pe llanggaran HAM 

yang sistelmatis dan sangat selrius. Ollelh kare lna itu, 

pe lnangannya harus tidak biasa. Sellain itu, ko lrban me lmiliki 

hak untuk me lnuntut para pe lnelgak hukum yang be lrsalah untuk 

me lnghukum me lre lka se lcara pidana dan pelrdata, selpe lrti karelna 

pe lnganiayaan, selsuai delngan pasal 351 dan 1365 Koldel Hukum 

Pe lrdata telntang pelrbuatan me llawan hukum.
65

 Namun ke ladilan 

                                                           
64 M Karjadi dan R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1998, hlm 25-27 
65koran.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/salah.tan

gkap.dan.salah 

http://koran.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/salah.tangkap.dan.salah
http://koran.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/salah.tangkap.dan.salah
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dan kelbe lnaran harus telrseldia untuk selmua warga ne lgara di 

ne lgara delmolkrasi. Nelgara tidak pe lrlu me lrasa malu atau 

dilelce lhkan o llelh publik. Melrelka harus me lngikuti undang-

undang de lngan me lmbayar ganti rugi dan me lre lhabilitasi nama 

baik warganya yang me lnjadi ko lrban salah tangkap.
66

 

Ada belbelrapa cara untuk me lmahami apa itu ganti 

rugi dan relhabilitasi: 

1. Ganti Rugi, Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No lmolr 8 1981 

telntang Ganti Rugi me lnde lfinisikan atau me lmbatasi ganti 

ke lrugian. Ganti kelrugian adalah hak se lse lolrang untuk 

me lndapatkan pelme lnuhan atas tuntutannya delngan imbalan 

uang kare lna ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa 

alasan yang belrdasarkan undang-undang atau karelna 

ke lkelliruan me lnge lnai o lrangnya atau hukum yang 

ditelrapkannya me lnurut cara yang diatur dalam undang-

undang. untuk me lne lntukan kapan tuntutan ganti rugi kare lna 

salah tangkap, salah tahan, atau salah pe lnelrapan hukum harus 

dilakukan. Se llanjutnya, Pasal 95 Ayat 3 Tahun 1981 me lngatur 

tuntutan ganti kelrugian, me lnyatakan bahwa: "Tuntutan ganti 

ke lrugian selbagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diajukan o llelh 

                                                           
66http://www.mediaindonesia.com/read/2008/12/12/48989/70/

13/Kasus_Salah_Tangkap_  

http://www.mediaindonesia.com/read/2008/12/12/48989/70/13/Kasus_Salah_Tangkap_
http://www.mediaindonesia.com/read/2008/12/12/48989/70/13/Kasus_Salah_Tangkap_
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telrdakwa, telrpidana, atau ahli warisnya ke lpada pelngadilan 

yang belrwe lnang melngadili pe lrkara yang belrsangkutan.".
67

 

2. Rehabilitasi, Pasal 1 Butir 23 Undang-Undang No lmolr 8 

Tahun 1981 me lngatur atau me lnde lfinisikan relhabilitasi. Jika 

selselolrang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili kare lna 

ke lkelliruan undang-undang atau karelna alasan ke lke lliruan 

me lnge lnai olrangnya atau hukum yang dite lrapkannya me lnurut 

cara yang diatur dalam undang-undang, hal itu diselbut 

relhabilitasi. Sellanjutnya, Pasal 97 Ayat 1 Undang-Undang 

Nolmolr 8 Tahun 1981 me lnyatakan bahwa apabila se lselolrang 

diputus belbas atau dibelbaskan dari selgala tuntutan hukum 

yang ke lputusannya tellah me lmpe lrollelh ke lkuatan hukum te ltap, 

selselolrang belrhak atas relhabilitasi.
68

 

Hak te lrsangka atau telrdakwa yang dike lnakan 

pe lnahanan selcara tidak sah dipelrjellas delngan de lfinisi ganti 

ke lrugian dan relhabilitasi sabagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 1 angka 22 dan 23 KUHAP. Hak yang dimaksud 

telrmasuk me lmbayar seljumlah uang selbagai ko lmpe lnsasi atas 

ke lrugian yang dialami tahanan, baik mate lril maupun no ln-

mate lril. Sellain itu, telrsangka atau telrdakwa yang ditahan 

                                                           
67 Nawawi, Teknik dan Strategi Membela Perkara Pidana, 

(Jakarta: Fajar Agung,1987), Edisi Ke-2, h 32. 
68 Ibid, h. 39. 
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selcara tidak sah juga be lrhak me lnuntut pelmulihan ke lmampuan, 

ke ldudukan, harkat, dan martabat manusianya yang hilang 

seljak dia ditahan.  

Pasal 96 KUHAP me lngatur bagaimana tuntutan 

ganti rugi yang dise lbabkan o llelh pelnahanan yang tidak sah 

dapat diajukan dalam dua cara. Pelrtama, pelrkara yang tidak 

diajukan ke l pelngadilan nelge lri dapat diputus me llalui sidang 

prapelradilan, selpe lrti yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP:  

Se lsuai delngan ke ltelntuan yang diatur dalam undang-

undang ini, pelngadilan nelge lri belrwelnang untuk me lme lriksa 

dan melmutuskan, telntang: 

a. Sah atau tidaknya suatu pe lnangkapan, pe lnahanan, 

pelnundaan pelnyidikan atau pelnuntutan, 

b. Pelngganti ke lrugian atau re lhabilitasi bagi selselolrang yang 

pelrkara pidananya dihelntikan pada tingkat pelnyidikan atau 

pelnuntutan. 

Dan cara keldua adalah me llalui pelngadilan yang 

be lrwelnang me lngadili pelrkara. Tuntutan ganti ke lrugian yang 

diajukan ke l pelngadilan dapat dipelriksa ollelh hakim yang 

me lngadili pelrkara pidana, dan pelme lriksaannya akan dilakukan 
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seltellah acara prapelradilan.
69

 Hakim pe lngadilan ne lge lri 

me lmiliki we lwe lnang untuk me lmbe lrikan ko lmpe lnsasi dan 

relhabilitasi ke lpada ko lrban akibat ke lke lliruan te lrhadap 

olrangnya; pellanggaran administratif yang dilakukan tanpa 

alasan hukum; atau kelke lliruan telrhadap olrang atau hukumnya 

yang te llah me lncapai tingkat pelme lriksaan di pelngadilan.  

Melkanisme l pe lngajuan relhabilitasi selbagai akibat 

pe lnahanan yang tidak sah juga diatur dalam Pasal 97 KUHAP. 

Melkanisme l ini me lngatur relhabilitasi bagi selse lolrang yang 

diputus belbas atau diputus le lpas dari selgala tuntutan hukum 

yang putusannya me lmpunyai ke lkuatan hukum te ltap, dan 

relhabilitasi bagi selse lolrang yang dike lnakan pe lnahanan se lcara 

tidak sah yang pe lrkaranya diajukan ke l pelngadilan nelge lri 

diputus.
70

 

Be lbelrapa hal belrikut me lnelntukan pelme lriksaan 

pe lrmintaan ganti ke lrugian dan/atau relhabilitasi kare lna 

pe lnghelntian pelnyidikan prape lradilan yang sah:  

Pasal 81: Telrsangka atau pihak ke ltiga yang be lrke lpe lntingan 

dapat me lngajukan pelrmintaan ganti ke lrugian dan atau 

                                                           
69 KUHP dan KUHAP edisi revisi, Andi Hamzah, Penerbit: 

Rineka Cipta, Jakarta Oktober 2011. Hal 144. 
70 Ibid, Hal 145. 
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relhabilitasi ke lpada ke ltua pelngadilan nelge lri delngan 

me lnjellaskan alasan pelnghe lntian pelnyidikan atau pelnuntutan 

yang tidak sah.  

Pasal 82: Keltelntuan yang te lrcantum dalam pasal 79, pasal 80, 

dan pasal 81 me lneltapkan waktu dan telmpat pe lme lriksaan 

prapelradilan untuk hal telrselbut: 

a. Hakim yang ditunjuk me lne ltapkan hari 

pe lrsidangan dalam waktu tiga hari se ltellah 

ditelrimanya pe lrmintaan. 

b. Hakim me lme lriksa dan me lmutuskan apakah 

pe lnangkapan atau pelnahanan sah, pelnghe lntian 

pe lnyidikan atau pelnuntutan sah, dan pelrmintaan 

ganti ke lrugian atau re lhabilitasi karelna 

pe lnangkapan atau pelnahanan yang tidak sah, 

pe lnghe lntian pelnyidikan atau pelnuntutan sah, dan 

jika barang yang disita tidak te lrmasuk alat 

pe lmbuktian. 

c. Pe lme lriksaan harus disellelsaikan selge lra dan dalam 

waktu paling lama tujuh hari hakim harus 

me lmbuat ke lputusan. 

d. Jika satu pelrkara sudah dimulai o llelh pelngadilan 

ne lge lri dan pelme lriksaan me lnge lnai pelrmintaan 
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be llum sellelsai di prape lradilan, pelrmintaan 

telrselbut gugur. Biasanya, pe lrmintaan baru akan 

diajukan untuk itu. 

e. Putusan prapelradilan pada tingkat pelnyidikan 

tidak me lnutup ke lmungkinan untuk me lngadakan 

pe lme lriksaan prapelradilan lagi pada tingkat 

pe lme lriksaan ollelh pelnuntut umum, jika untuk itu 

diajukan pelrmintaan baru. 

1. Putusan yang dibuat ollelh hakim dalam acara prapelradilan 

me lnge lnai hal selbagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 

Pasal 80, dan Pasal 81 harus me lnjellaskan delngan jellas 

alasan dan dasar dari ke lputusan telrselbut. 

2. Isi ke lputusan harus me lncakup hal-hal belrikut sellain 

ke lte lntuan yang diselbutkan dalam ayat (2): 

a. Pe lnyidik atau jaksa pelnuntut umum di tingkat 

pe lme lriksaan masing-masing harus selge lra 

me lmbe lbaskan te lrsangka jika ke lputusan me lneltapkan 

bahwa pelnangkapan atau pe lnahanan tidak sah; 

b. Jika ke lputusan me lne ltapkan bahwa pelnghe lntian 

pe lnyidik atau pelnuntutan tidak sah, maka pe lnyidikan 

atau pelnuntutan harus dilanjutkan te lrhadap 

telrsangka; 
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c. Dalam ke lputusan yang me lne ltao lkan bahwa 

pe lnangkapan atau pelnahanan tidak sah, dise lbutkan 

jumlah ke lrugian yang ditanggung dan re lhabilitasi 

yang dibe lrikan; 

d. Dalam ke lputusan yang me lne ltapkan bahwa 

pe lnyidikan atau pelnuntutan dihelntikan selcara sah 

dan telrsangka tidak ditahan, dise lbutkan relhabilitasi 

dan me lne ltapkan bahwa barang yang disita tidak 

telrmasuk alat pelmbuktian, diselbutkan bahwa barang 

yang disita tidak telrmasuk alat pelmbuktian. 

3. Se lselolrang dapat me lminta ko lmpe lnsasi untuk ke lrugian, 

telrmasuk yang dise lbutkan dalam Pasal 77 dan 95. 

Dalam Pasal 83  

a) Putusan prapelradilan yang diselbutkan dalam Pasal 79, 

Pasal 80, dan Pasal 95 

b) Dike lcualikan, dan ke ltelntuan ayat (1) belrlaku untuk 

putusan prapelradilan yang me lne ltapkan bahwa 

pe lnghe lntian pelnyidikan atau pelnuntutan tidak sah, yang 

dapat dimintakan putusan akhir di pe lngadilan nelge lri di 

daelrah hukum yang be lrsangkutan. 

Pe lrbuatan salah tangkap yang te lrjadi di Indo lne lsia 

ini jellas me lrugikan ko lrban. Dalam kasus salah tangkap yang 
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telrjadi saat sistelm pe lradilan pidana belrjalan delngan alasan 

yang tidak te lrcantum dalam undang-undang atau ke lke lliruan 

me lnge lnai aparatnya atau hukumnya, ne lgara wajib me lmbe lri 

pe lrlindungan hukum te lrhadap pelristiwa telrselbut kare lna 

pe lrlindungan hukum me lrupakan relprelselntasi dari tanggung 

jawab nelgara yang wajib dibelrikan dan dijamin o llelh nelgara 

saat me llakukan tugasnya selbagai pelnye llelnggara nelgara. 

De lngan fakta bahwa pelristiwa salah tangkap le lbih selring 

telrjadi di Indo lne lsia daripada ke lsalahan hukum lainnya, warga 

ne lgara yang te lrke lna pelristiwa salah tangkap be lrhak untuk 

me lnuntut nelgara untuk me lngganti ke lrugian atau relhabilitasi 

me lrelka. Dalam KUHAP se lndiri, pasal yang jellas me lnyatakan 

bahwa nelgara belrtanggung jawab telrhadap warga ne lgara atau 

individu yang telrke lna salah tangkap. De lngan pe lrke lmbangan 

ilmu hukum saat ini, pe lnye lle lsaian selngke lta altelrnatif juga 

dapat digunakan untuk me lncapai pelnye lle lsaian sellain yang 

diatur ollelh pelraturan pelrundang-undangan.
71

 

Dari pasal 95 sampai de lngan pasal 97 KUHAP 

me lnjellaskan tanggung jawab ne lgara atas pelristiwa salah 

tangkap. Pasal ini juga me lnjellaskan telntang ganti kelrugian dan 

                                                           
71 Mulyadi, Lilik, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik”, Jurnal 

Hukum Yustisia, Vol. 2, No.1, (2013): hlm. 7 
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relhabilitasi yang dibe lrikan ke lpada ko lrban pe lristiwa salah 

tangkap yang dilakukan kare lna pellanggaran hak-hak atau 

pe llanggaran hukum administratif dan yang diadili tanpa alasan 

yang jellas yang tidak se lsuai delngan undang-undang. Pasal 95 

dan 96 KUHAP me lmbahas tanggung jawab nelgara atas ganti 

ke lrugian. Pasal 1 angka 22 KUHAP me lnjellaskan ganti 

ke lrugian selbagai hak selse lolrang atau warga nelgara untuk 

me lndapatkan pelme lnuhan atas tuntutan yang dipelrolle lhnya 

dalam belntuk uang karelna tellah ditangkap, ditahan, dituntut, 

atau diadili tanpa dasar hukum se lsuai undang-undang atau 

kare lna ke lke lliruan yang tellah dilanggar. 

Namun, pasal 97 KUHAP me lnjellaskan belntuk 

tanggung jawab nelgara telrhadap relhabilitasi telrhadap individu 

atau warga nelgara yang salah tangkap. Pasal 1 angka 23 

KUHAP me lngartikan relhabilitasi selbagai hak individu atau 

warga nelgara yang se ldang me lnjalankan prolsels pe lradilan 

pidana untuk me lndapatkan ke lmbali haknya dalam 

ke lmampuan, martabat, dan martabatnya kare lna tellah 

ditangkap dan diprolse ls tanpa hak. 

Pe lraturan Pelme lrintah Nol. 27 Tahun 1982 telntang 

Pe llaksanaan KUHAP, yang diteltapkan ollelh Prelsideln Sole lhartol, 

telrmasuk pe lraturan yang me lngatur ko lmpe lnsasi te lrhadap 
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kolrban salah tangkap se llama prolsels pelradilan pidana. 

Pe lraturan ini ke lmudian direlvisi ollelh Prelsideln Jolkolwi pada 

tahun 2015 me lnjadi Pelraturan Pelme lrintah Nol. 92 Tahun 2015, 

yang me lrupakan pe lrubahan ke ldua dari PP Nol. 27 Tahun 1982. 

Ada be lbelrapa hal pelnting yang dipe llajari dari PP 

Nolmolr 92 Tahun 2015 untuk ko lrban salah tangkap di 

Indolne lsia. Selsuai delngan pasal 77 huruf b dan pasal 95 

KUHAP, ne lgara dapat me lmbe lrikan ko lmpe lnsasi selbe lsar Rp. 

500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 100.000.000 

(selratus juta rupiah), selrta ko lmpe lnsasi untuk luka belrat yang 

dialami o llelh kolrban salah tangkap.  

Ne lgara yang be lrtanggung jawab harus me lmbayar 

ganti rugi selsuai delngan undang-undang yang belrlaku 

sellambat-lambatnya 14 (e lmpat be llas) hari dari tanggal 

ke lputusan Keltua Pelngadilan Nelge lri yang me lne ltapkan bahwa 

ganti rugi dapat ditelrima olle lh pelme lrintah. 

Dalam angka 3 alinela 3 huruf d Pelnjellasan Umum 

Undang-undang No l. 8 tahun 1981 (KUHAP), istilah "wajib" 

digunakan untuk me lnunjukkan bahwa me lmbe lrikan 

kolmpelnsasi kelpada olrang yang salah ditangkap, ditahan, dan 

selbagainya adalah wajib “Ke lpada selolrang yang ditangkap, 

ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang be lrdasarkan 
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undang-undang dan atau kare lna ke lke lliruan me lnge lnai 

olrangnya atau hukum yang dite lrapkan wajib dibelri ganti 

ke lrugian dan seltelrusnya.” 

Di satu sisi, hak untuk me lnuntut ganti rugi atas 

tindakan me llawan hukum yang dilakukan o lle lh pelnye llidik, 

pe lnyidik, pelnuntut umum, dan hakim diatur dalam KUHAP 

selpelrti yang dise lbutkan di atas. Di sisi lain, hak te lrselbut juga 

dapat me lmbe lrikan ke lrugian ke lpada olrang yang te llah dirugikan 

ollelh tindakan me llawan hukum yang dilakukan o lle lh para 

pe lnyellidik, pelnyidik, pe lnuntut umum, atau hakim. 

Sifat polsitifnya adalah bahwa ke lrugian yang 

didelrita telrsangka atau telrdakwa dapat dipulihkan ke lmbali 

dalam waktu yang re llatif singkat, kare lna hakim harus 

me lmbelrikan putusan dalam waktu se llambat-lambatnya 

selpuluh hari seltellah telrsangka atau telrdakwa me lngajukan 

pe lrmolho lnan, yang melngikuti acara prapelradilan. 

Jika telrdakwa atau telrsangka harus me lngajukan 

gugatan me lnurut hukum acara pelrdata yang biasanya 

me lmakan waktu belrbulan-bulan bellum lagi jika te lrgugat, 

dalam hal ini pelme lrintah, me lminta banding ke l pe lngadilan 

tinggi dan ke lmudian me lminta kasasi kel Mahkamah Agung. 
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Sifat nelgatifnya adalah bahwa jumlah ganti rugi 

yang dapat dibayarkan be lrdasarkan alasan-alasan yang 

telrcantum dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP hanya 

dapat me lncapai nilai selkurang-kurangnya Rp5.000,00 (lima 

ribu rupiah) dan seltinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah). Ini belrbelda de lngan ke lrugian yang se lbe lnarnya yang 

diselbabkan ollelh tindakan me llanggar hukum yang diatur dalam 

pasal 9 ayat (1) PP Nolmolr 27 Tahun 1983.
72

 

Dalam co lntolh kasus diatas te lrselbut, ke lluarga 

kolrban me lngajukan prape lradilan telrhadap pelnangkapan 

kare lna tidak sah selcara hukum kare lna me llanggar ke ltelntuan 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa pe lnangkapan, 

pe lnahanan, pelngge lle ldahan, dan pelnyitaan adalah tindakan 

ilelgal yang me lngakibatkan ke lrugian bagi kolrban. Karelna 

Mbah Olman adalah wiraswasta yang hidupnya be lrgantung 

pada gaji yang dia te lrima dari pelke lrjaannya, dia me lnelrima 

kolmpelnsasi. 

Pollisi Lampung Utara me lmbe lrikan ganti rugi 

ke lpada ko lrban, teltapi tidak me llalui prolsels pe lradilan atau 

                                                           
72 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan 

KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.246-257 
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selsuai delngan undang-undang. Akibatnya, hak ko lrban be llum 

telrjamin selpe lnuhnya dan sumbe lr dana pelmbe lrian ganti rugi 

tidak dike ltahui. Hal ini dise lbabkan ollelh Pelraturan Pelme lrintah 

Re lpublik Indo lne lsia Nolmo lr 92 Tahun 2015 Telntang Pelrubahan 

Keldua Atas Pelraturan Pelme lrintah Nolmolr 27 Tahun 1983 

Telntang Pellaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan 

terkait kinerja aparat kepolisian terkait kasus salah tangkap 

atau kesalahan orang yang dilakukan oleh anggota kepolisian 

dari Polda Lampung Utara tidak merupakan tindak pidana 

karena tidak dilakukan dengan sengaja. Dengan kata lain, 

seseorang harus menghendaki dan menginsafi tindakan 

tersebut dan/atau akibatnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa sengaja berarti ingin dan tahu apa yang harus 

dilakukan. Orang yang melakukan tindakan dengan sengaja 

tidak hanya menginginkan tindakan itu, tetapi juga mengetahui 

atau menyadari apa yang dilakukan itu dan akibatnya. Namun, 

tujuan penangkapan penyidik dari Polda Sulteng adalah untuk 

mengumpulkan alat bukti, seperti yang diatur dalam KUHAP. 

Untuk me lringankan pe lndelritaan kolrban, 

pe lmelrintah dapat me lmbe lrikan ganti rugi ke lpada ko lrban salah 

tangkap atau salah tahan. Tujuan untuk me lmbe lrikan 

kolmpelnsasi ini seljalan de lngan pelndapat Gellaway, yang 
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me lngusulkan lima tujuan untuk me lmbe lrikan ko lmpe lnsasi 

ke lpada ko lrban, salah satunya adalah selbagai belrikut:  

1. Melngurangi ke lsulitan yang dialami ollelh ko lrban.  

2. Melnjadi bagian dari pe lngurangan hukuman yang akan 

dijatuhkan.  

3. Melnjadi salah satu me ltolde l untuk melre lhabilitasi telrpidana. 

4. Melmpe lrce lpat prolsels pelradilan. 

5. Dapat me lngurangi ancaman atau relaksi yang diselbabkan 

telrhadap tindakan balas delndam olle lh masyarakat.
73

 

De lngan relvisi ini, hak-hak kolrban salah tangkap 

dapat dipelnuhi dan me lrelka dapat me lmiliki akse ls kel ke ladilan. 

Ini juga me lmbuat pro lselsnya le lbih mudah dan selde lrhana, 

selhingga ko lrban salah tangkap dapat delngan mudah 

me lndapatkan ganti rugi. Tujuan utama dari Ganti Ke lrugian di 

atas adalah untuk me lmbe lrikan ke ladilan dan ke lse ljahtelraan 

ke lpada kolrban selbagai anggo lta masyarakat. Untuk 

me llaksanakannya, to llak ukurnya adalah de lngan me lmbe lri 

kolrban ke lselmpatan untuk me lnge lmbangkan hak dan 

ke lwajibannya selbagai manusia. 

                                                           
73 Rena Yulia, Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap 

korban kejahatan,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 59. 
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Andi Solfyan dan Abd. Asis be lrpelndapat bahwa 

asas praduga tak be lrsalah adalah salah satu asas dalam hukum 

acara pidana yang me lngatur pe lrlindungan telrhadap harkat dan 

martabat manusia yang dite lgakkan. Asas ini telrmasuk dalam 

asas praduga tak be lrsalah, yang me lnyatakan bahwa seltiap 

olrang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau 

dihadapkan di muka sidang pe lngadilan wajib dianggap tidak 

be lrsalah sampai adanya putusan pe lngadilan yang me lnyatakan 

ke lsalahannya dan me lmpe lrollelh ke lkuatan hukum te ltap. Selsuai 

de lngan ke ltelntuan yang telrcantum dalam Pasal 1 angka 23 dan 

Pasal 1 angka 22 KUHAP, hak untuk me lnuntut ganti ke lrugian 

dan relhabilitasi telrkait delngan salah tangkap, salah tahan, dan 

salah tuntut, se lrta tindakan pelngadilan yang tidak se lsuai 

de lngan undang-undang atau ke lke lliruan me lnge lnai olrang yang 

diadili (elrrolr in pelrsolna). 

De lngan me lmpe lrtimbangkan prinsip praduga tak 

be lrsalah, selharusnya tidak ada lagi ke lsalahan dalam 

pe lnangkapan, pelnahanan, pe lnuntutan, dan kelputusan selpe lrti 

yang me lnimpa ko lrban yang salah tangkap o llelh Kelpollisian 

Re lpublik Indo lne lsia, yang haknya untuk hidup be lbas dikurangi 

kare lna ditahannya tanpa alasan yang jellas. 
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B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak 

Pidana Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam 

Al-Qur'an dan As-sunnah belrulang kali 

me lnganjurkan ke ladilan dan me lngutuk ke ltidakadilan. Di antara 

firman Allah SWT telntang ke ladilan dalam hukum Islam 

adalah
74

: 
امِيَْْ بِِلْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّهِّ وَلَوْ عَلهاى  يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اهمَنُ وْا كُوْنُ وْا قَ وَّ يٰها

ُ اَوْلٰه  رًا فَاللّهّ َۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيِّا اَوْ فَقِي ْ
انَْ فُسِكُمْ اَوِ الْوَ الِدَيْنِ وَالَْْقْ رَبِيَْْ

ا اَوْ  تُ عْرِضُوْا فاَِنَّ  اللّهَّ   ٗ  آ ى اَنْ تَ عْدِلُوْاَۚ وَاِنْ تَ لْو بِِِمَاۗ فَلََ تَ تَّبِعُوا الْْوَها

رًا  كَانَ  بِاَ تَ عْمَلُوْنَ  خَبِي ْ

  

 “Wahai o lrang-olrang yang belriman jadilah kamu pe lnelgak 

keladilan, melnjadi saksi karelna Allah, walaupun telrhadap 

dirimu selndiri atau telrhadap ibu bapak dan kaum ke lrabatmu. 

Jika ia (yang telrdakwa) kaya atau miskin, maka Allah le lbih 

tahu kelmaslahatan (kelbaikannya). Maka janganlah kamu 

melngikuti hawa nafsu karelna ingin melnyimpang dari 

kelbelnaran. Dan jika kamu me lmutarbalikkan (kata-kata) atau 

e lnggan melnjadi saksi, maka keltahuilah Allah maha telliti 

                                                           
74 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 

(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur‟an, 1971) 
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telrhadap selgala apa yang kamu kelrjakan. (QS. Al-Nisa 

(4):135) 

Ollelh kare lna itu, syari'at Islam diciptakan untuk 

me llaksanakan tujuan-tujuan itu me llalui pelnggunaan 

ke ljahatan-ke ljahatan yang te llah diselbutkan selbellumnya. Sellain 

itu, ia me lmungkinkan pe lngadilan untuk me lne ltapkan hukuman 

untuk tindakan yang dianggap jahat atau me llanggar 

ke lpelntingan umum. Tidak ada undang-undang yang dapat 

ditelrapkan dalam se ltiap kasus ke lcuali me llalui pro lsels 

pe lradilan.
75

 

Dalam prolse ls pelradilan, baiknya selolrang pelne lgak 

hukum be lrhati-hati saat me lngadili suatu pelrkara pidana agar 

putusannya tidak salah, karelna lelmbaga pe lngadilan ini dibelri 

ke lbelbasan dan ke lbajikan selpelnuhnya o llelh Islam untuk 

me lnjamin ke ladilan. Tugas selolrang hakim adalah me lne lntukan 

salah atau tidak be lrapa be lsar sanksi yang akan ditelrima 

selselolrang dalam suatu pe lrkara, yang me lrupakan bagian 

pe lnting dari prolsels pelradilan.
76

 ada selbuah hadist yang 

me lnyatakan: 

                                                           
75 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: 

Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2003), hlm. 57-58 
76 Muh. Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, alih bahasa 

Imron A.M, cet. Ke 4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 29 
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 وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  اللُ  لُ  وْ سُ  رَ  الَ : قَ  تْ الَ قَ  ةَ ا ءشَ عَ  نْ عَ 

خً رَ هُ مَْ لَ  انَ نْ كَ اءِ فَ  مْ تُ عْ طَ تَ ااسْ مَ  يَْْ مِ لِ سْ مُ الْ  نْ ضعدُ وْ دُ و الُْ ءُ رَ دْ اِ  مَ لَ سَ 

لَ بِ لّّ اسَ خَ فَ  رٌ مِ خَ  وِ فْ لعَ  اْ فِ  ى ءَ طَ نْ يَْ اَ  امَ مَ  نَّ الْْءِ  اءِ ه فَ ي ْ نْ اَ  نْ ي ْ

ةِ وْ بَ قُ عُ  الْ فِ  ى ءَ طَ يَْ   

Riwayat Aisyah, ia belrkata, “Rasulullah SAW be lrsabda, 

hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin selsuai de lngan 

kelmampuan kalian. Jika selkiranya ada jalan kelluar, 

be lbaskanlah karelna selsungguhnya selolrang pelnguasa/hakim 

jika salah dalam melmbe lrikan maaf akan jauh lelbih baik 

daripada salah dalam me lnjatuhkan hukuman.” (HR. Al-

Tirmidzi)
77 

Hakim yang salah dalam me lmbe lrikan pe lmaafan 

pada dasarnya jauh le lbih baik daripada hakim yang salah 

dalam me lnjatuhkan vo lnis hukuman.
78

 Jadi, untuk me lmbuat 

ke lputusan, hakim harus me lnggunakan ijtihad me lrelka, selpelrti 

yang dijellaskan dalam Hadist telntang pahala selolrang hakim 

yang me lmutuskan masalah delngan pe lnge ltahuan telrbaiknya, 

telrlelpas dari kelsalahan atau kelbe lnaran ke lputusannya. 

“Apabila selolrang hakim be lrijtihad dan telpat hasil ijtihadnya, 

                                                           
77 Lihat Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, jilid 2, hlm. 438-439 
78 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: AMZAH, 
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maka dia melmpe lrolle lh dua pahala. Dan apabila dia be lrijtihad 

teltapi ijtihadnya itu salah, maka dia me lmpe lrolle lh satu 

pahala.”
79

 

Karelna hukum pidana Islam me lmbe lrikan jaminan 

bagi telrdakwa se llama tahap pe lme lriksaan di pelngadilan, salah 

satunya adalah hak untuk me lminta ganti rugi kare lna kelputusan 

pe lngadilan yang salah. Jika se lolrang hakim atau aparat 

ke lpollisian selcara tidak selngaja me lmbuat kelputusan yang salah 

dia belrhak atas ko lmpe lnsasi dari baitul maa, atau 

pe lrbelndaharaan nelgara, sellain me lmiliki hak untuk banding 

dan me lngklaim ke lpada wali al-Mazalim. Hakim harus dipe lcat 

jika selngaja belrtindak tidak adil dan me lmbuat ke lputusan yang 

tidak adil untuk ke luntungan selselolrang karelna ia telrholrmat, 

kaya, atau belrkuasa. Kolrban juga belrhak atas ganti rugi dari 

hakim.
80

 

Dalam kasus salah tangkap ini pe lnyidik ke lpollisian 

selring me llakukan ke lke lrasan, colntolhnya kolrban salah tangkap 

me lngalami ce lde lra akibat dipukul, ditelndang, atau ditelmbak di 
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bagian lutut kanannya. Dalam kasus ini, hukum pidana Islam 

me lnganggapnya se lbagai diyat pelnganiayaan. 

Hukum Pidana Islam me lmbe lrikan jaminan bagi 

kolrban salah tangkap se llama pe lme lriksaan di pelngadilan, 

telrutama hak untuk me lminta ganti rugi kare lna ke lputusan 

pe lngadilan yang salah. Jika hakim me lmbuat ke lputusan yang 

salah tanpa diselngaja, ko lrban belrhak atas ganti rugi dari baitul 

maal (pelnyimpanan ne lgara) selrta hak untuk banding ke lpada 

wali al-Mazalim. Jika hakim se lngaja belrtindak tidak adil dan 

me lmbuat ke lputusan yang salah, hakim te lrselbut dipelcat dan 

kolrban belrhak atas ganti rugi dari hakim te lrselbut.
81

 

De lnda tidak ditelntukan wajib dalam tindak pidana 

sellain jiwa dari tindak pidana yang tidak me lmiliki qishash dan 

tidak me lmiliki delnda yang ditelntukan. De lnda yang tidak 

ditelntukan ini diselbut hukumah atau hukumah al'adl o llelh para 

fuqaha. Melnurut imam yang e lmpat, hukuman adalah 

me lnghitung nilai ko lrban selbagai hamba selbe llum dilukai, 

ke lmudian me lnghitung nilai telrselbut seltellah luka dan seltellah 

selmbuh. Se ltellah prolse lntasel ke lkurangannya dike ltahui diyat 

dihitung selsuai delngan prolse lntasel ke lkurangannya telrselbut. 
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Diyat telrselbutlah yang me lnjadi hak dari ko lrban. Namun, 

ke ltidakmampuan untuk me lncapai delnda luka yang sudah 

ditelntukan me lrupakan syarat untuk hukuman. 

Se lmua jelnis pelmukulan dan pelncelde lraan, atau 

me llukai, akan me lne lrima ganti rugi belrupa diyat pelnuh atau 

arsy, kare lna Allah tellah me lneltapkan hukuman se lsuai de lngan 

akibatnya, tanpa me lmpe lrtimbangkan apakah pe llaku 

me llakukannya de lngan se lngaja atau tidak. Pelnce ldelraan atau 

pe lmukulan harus dianggap selbagai tindak pidana jika 

me lnye lbabkan ke lmatian atau gangguan be lrke lpanjangan. Jika 

me lnye lbabkan pe lnyakit atau ke ltidakmampuan untuk 

me llakukan pe lke lrjaan layaknya manusia nolrmal, maka tindak 

pidana telrselbut dianggap se lbagai tindak pidana selsuai tingkat 

pe lnyakit atau ke ltidakmampuan telrselbut.
82

 

Untuk tindak pidana yang tidak me lmiliki qishas 

dan tidak me lmiliki de lnda yang dite lntukan, delnda yang tidak 

ditelntukan diselbut hukumah atau hukumah al-'adl ollelh para 

fuqolha. Hak bagi ko lrban adalah diyat. Namun, hukuman yang 

diisyaratkan tidak me lncapai delnda luka yang sudah 

ditelntukan. Ollelh kare lna itu, untuk me lnge ltahui belrapa banyak 
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diyat yang dibelrikan ke lpada ko lrban pelnganiayaan yang salah 

tangkap luka yang dialami ko lrban harus dihitung. 

Ollelh kare lna itu, untuk me lnelntukan jumlah diyat 

yang dibelrikan ke lpada ko lrban salah tangkap yang me lngalami 

pe lnganiayaan, pelrlu dipelrtimbangkan jelnis luka yang dialami 

kolrban dan jumlah diyat yang dibelrikan ke lpada ko lrban. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Be lrdasarkan uraian yang te llah pe lnulis uraikan pada 

bab-bab se lbe llumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik 

ke lsimpulan se lbagai be lrikut: 

1. Be lntuk pe lrlindungan hukum te lrhadap ko lrban salah tangkap 

dan me lnahan o lrang yang diatur dalam Pe lraturan Pe lme lrintah 

Re lpublik Indo lne lsia No lmolr 92 Tahun 2015 Te lntang 

Pe llaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

adalah pe lnge lmbalian hak-hak salah tangkap yang be lrkaitan 

de lngan be lsaran jumlah ganti rugi se lsuai de lngan pe lke lmbangan 

masyarakat, pro lse ldur, lamanya waktu pe lngajuan dan 

pe lmbelrian ganti rugi, jumlah maksimal dan minimal ganti 

rugi, yang me lrupakan hak yang dibe lrikan ne lgara te lrhadap 

kolrban yang me lrasa dirugikan kare lna ditangkap, ditahan, 

dituntut dan diadili atau dike lnakan tindakan lain, tanpa alasan 

yang dibe lnarkan olle lh undang-undang, atau kare lna hukum 

yang dite lrapkan o lle lh pe lne lgak hukum me lnjadi ke lliru. 

Me lmelnuhi rasa ke ladilan, ke lse limbangan, ke luntungan, 

ke lpastian hukum, dan ke lmanusiaan bagi ko lrban adalah tujuan 

utamanya. Se llain itu, sanksi yang dibe lrikan ke lpada pe lnyidik 

me llalui pe lrnyataan maaf te lrbatas dan te lrbuka, se lrta sanksi 

yang dibe lrikan olle lh Ko lde l Eltik Pro lfe lsi Ke lpollisian Ne lgara 

Re lpublik Indo lne lsia. 

 

2. Dalam hukum pidana Islam, te lrdakwa me lmiliki hak untuk 

me lminta ganti rugi kare lna putusan yang salah. Jika se lolrang 

hakim se lcara tidak se lngaja me lmbuat ke lputusan yang salah, 

te lrdakwa be lrhak atas ko lmpe lnsasi dari baitul maal 

(pe lrbe lndaharaan ne lgara) se llain me lmiliki hak untuk banding 
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dan me lngadu ke lpada wali al Mazalim. Jika ko lrban salah 

tangkap me lngalami pe lmukulan dan pe lnce lde lraan (me llukai), 

te lrdakwa be lrhak atas kolmpe lnsasi dari pe lrbe lndaharaan ne lgara. 

 

B. Saran 

Pe lnulis dapat me lmbe lrikan relko lme lndasi belrikut 

be lrdasarkan hal-hal yang tellah dijellaskan di atas telntang 

tindak pidana Salah Tangkap (Elrrolr in Pelrsolna): 

1. Pe lmelrintah diharapkan untuk me lmbe lrikan pelrlindungan 

hukum yang maksimal dan me lnye lluruh telrhadap kolrban 

tindak pidana salah tangkap, be lke lrja sama delngan pihak 

telrkait dalam me lne ltapkan aturan yang belrkaitan delngan 

pe lrlindungan tindak pidana salah tangkap, dan me lne lrapkan 

sanksi telgas te lrhadap pellaku salah tangkap de lngan me lngawasi 

ke lbijakan yang te llah dibelrlakukan. 

2. Para pelnelgak hukum Indo lnelsia harus lelbih celrmat dalam 

seltiap langkah, mulai dari pe lnangkapan hingga pe lnyidikan dan 

pe lnyellidikan hingga pelne ltapan atau volnis. 

 

C. Penutup 

Pe lnulis belrsyukur Alhamdulillah ke lpada Allah 

SWT, yang tellah me lmbe lrikan ke lkuatan, hidayah, dan taufiq 

ke lpada pelnulis untuk me lnye llelsaikan skripsi ini. Pe lnulis 

me lnyadari bahwa ke lsalahan dan kelke lliruan tellah telrjadi 

sellama pro lsels pelnulisan skripsi ini. Ini hanya kare lna 

pe lngeltahuan dan kelmampuan pelnulis yang te lrbatas. Ollelh 

kare lna itu, pelnulis sangat me lngharapkan kritik yang 

be lrmanfaat dari belrbagai sudut pandang untuk me lmbantu 

pe lrbaikan di masa delpan. 
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